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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGAm_;AR TR

NOMOR 122 TAHUN 2019
TENTANG S

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN /PEKERJAAN S

BAGI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA e

BUPATI KARANGANYAR

. 'bahwa guna menjamm kepastlan hukum pelaksanaanv ST
_ Kegiatan/Pekerjaan  di  lingkungan . Pemerintah = =
Kabupaten Karanganyar maka. perlu ‘menyusun
- Pedoman Pelaksanaan Keglata.n/ Pekex]aan bag1" o
. Perangkat Daerah v . -
). bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan’_ o
- Peraturan Bupati tentang Pedoman. Pelaksanaan Tee

o Keglatan /Pekerjaan bagl Perangkat Daerah S

.“,‘bUndang-Undang ‘Nomor ~ 13 Tahun 1950 tentang’:' R
© . Pembentukan = Daerah-daerah Kabupaten dalam} R
Sl ngkungan Provms1 Jawa Tengah

. Undang-Undang’ Nomor 23 Tahun 2014 tentang._,‘_» S
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Repubhk._.. S
. Indonesia. Tahun 2014 Nomor . 244, Tambahan -
- Lembaran Negara Republlk Indone&a Nomor 5587), R
. sebagaimana telah’ diubah beberapa kali terakhir - .
. dengan ‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah =
: Q(Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun 2015 =~
- Nomor: 58, Tambahan: Lembaran Negara Repubhk‘,“ oL
’.‘?.Indonesna Nomor 5679) Lo L

3. 'Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa DR
- Konstruksi - (Lembaran C »Negara , Repubhk B
S IndonesmTahun 2017  Nomor 11, Tambahan — -

R Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6018), o

L .:”Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang"
A Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah- (Lembaran = - -
. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, - - .
- Tambahan’ Lembaran Negara Repubhk Indone81a7_, R
- Nomor 5533); - ol T T
. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang'“
o 'f_Pengadaan ‘Barang/Jasa . Pemerintah (Lembaran :
o .'Negara Repubhk Indones1a Tahun 20 18 Nomor 33), -



Peraturan . Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang -

) Mlhk Daerah

Peraturan Lembaga ' Kebijakan - ’Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018

" 10.

11

12,

tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang :
dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebljakan .. Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Swakelola ; ;o

‘Peraturan  Lembaga  Kebijakan | "“Pengada‘an -

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang = Pedoman = Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia ;

Peraturan Lembaga Kebijakan = Pengadaan
Barang/Jasa - Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/ Seleksi
Internasxona.l

Peraturan Lembaga . 'Kebijakan 'Pengadaan'
Barang/Jasa PemerintahNomor 11 Tahun 2018
tentang Katolog Elektronik ; ks : B

Peraturan -Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang |

dikecualikan - ,pada ) Pengadaan _Barang/Jasa

. ', Pemerintah;
13.

Peraturan Lembaga Kebl_]akan | Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan .

. Keadaan Darurat

14,
- 15,

16.

Peraturan Lembaga Kebijakan ‘Pengadaan -

Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2018

tentang Unlt Kerja Pengadaan Barang/ J asa;

Peraturan Lembaga  Kebijakan Pengadaanb v
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, : ’

Peraturan Lembaga Kebijakan = Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

B tentang Agen Pengadaan;

17.

Peraturanv - Lembaga 'Kebijékan o Pengadaan;

~ Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

18,

tentang - Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan |
Barang /J asa Pemerintah;

Peraturan Lembaga ,Kebij akan ' Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang /Jasa Pemenntah ’



o ;”.19 Peraturan Lembaga Kebljakan 'Péngédéén', RERTI

Barang/Jasa Pernenntah Nomor 19 Tahun 2018:_7

tentang Pengembangan SIStem . dan Keb1_] aka_n . o

Pengadaan Barang/Jasa, R

"'20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 S
tahun 2018 tentang Hlbah dan Bantuan Sos1alv Lo
(Lembaran - .Daerah - Kabupaten Karanganyar R
“Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah- o

Kabupaten Karanganyar Nomor 88);

R 21 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 e
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - . - o
(Lembaran '~ Daerah - Kabupaten. Karanganyar B
“Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah' TR

Kabupaten Karanganyar Nomor 95 ), -

“PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN',‘-’”E’ o
' PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN ‘BAGL
- PERANGKAT DAERAH.. SR

BAB I
KETENTUAN UMUM
o Bagxan Kesatu

Pengertlan o

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 1n1, yang dlmaksud dengan

o 1. ,.",‘...Daerah adalah Kabupaten Kar anganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur SR
penyelenggara Pemerintahan . Daerah ~ yang - .
. memimpin pelaksanaan Urusan Pemermtahan yang S
T ~menjadi kewenangan Daerah otonom g
. 3. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar T
’ 4, Anggaran Pendapatan - dan - BelanJa ‘Negara .~
L fl,,selan_]utnya ~disingkat APBN - adalah rencana
© " keuangan ' tahunan pemerlntahan negara yangw-
R disetujui oleh Dewan Perwakllan Rakyat R R
" ,5.".1'Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘Daerah
.selanjutnya disingkat APBD - ' adalah rencana.
~ keuangan tahunan Pemenntahan Daerah yang -
~ dibahas dan disetujui - bersama oleh Pemerintah = -
. - Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan Peraturan e
" Daerah." v PRI
IR A Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupatlfg L
- ‘dan < DPRD dalam - penyelenggaraan . Urusan

. Pemermtahan yang men]ach kewenangan Daerah

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah IR
o . yang melaksa.nakan satu atau bcberapa program L



. Program adalah penJabaran kebljakan Perangkat‘ ,

' Daerah dalam bentuk ‘upaya yang berisi satu atau =
- lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
; f:’.._yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur S

R - sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

Keglatan ‘adalah * bagian - dari program | yang: o
 dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada o

Perangkat- Daerah- sebaga1 bagian - dari pencapaian

. .sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari .
e sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
~_yang berupa persoml (sumber daya “manusia),
.. _barang modal termasuk peralatan dan teknologi, =~ .
- dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
- jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) =~ -
© untuk rnenghasﬂkan keluaran (output) dalam bentukf S
-~ barang/jasa. . .. - T
© ~10." Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah’ PRI
. yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah
. adalah dokumen yang memuat pendapatan bela.nJa'.f.; N
~ dan pemblayaan yang d1gunakan ‘sebagai dasar o
B _.:pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. - - S
L Iv“b':11.‘_:,Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan.’
- kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, =~ =
'~ penatausahaan, pelaporan, pertanggung]awaban dan e
. l.»pengawasan keuangan daerah D
- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnyav S
- -disingkat PPKD adalah Kepa.la ‘Satuan Kerja =
- Pengelola Kcuangan ‘Daerah yang selanJutnya SR
. disebut .dengan Kepala SKPKD yang mempunyai -
 ‘tugas melaksanakan = pengelolaan- APBD dan",.v: S
SR vf':g-bertlndak sebagai Bendahara Umum Daerah. Lo
o 13. Pengguna Anggaran yang seIan_]utnya dlslngkat PA L
- adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan .

- anggaran Kementerlan Negara/ Lembaga/ Perangkat o
‘Daerah. . : :

o

Kuasa Pengguna Angga.ran yang selan_]umya_.-: o
L d1smgkat KPA adalah pe_]abat yang diberi kuasa -

- untuk melaksanakan ~ sebagian - kewenangan

' pengguna anggaran dalam melaksanakan sebaglan -

o "v'tugas dan fung31 Perangkat Daerah

16,

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegangll:‘ . |
: _""j],kewenangan penggunaan barang/Jasa m111k daerahk-»’ R
- di masing-masing Perangkat Daerah e
6. . Pejabat Pembuat Komltmen yang selan_]utnya1 :
. disingkat PPK adalah  pejabat  yang diberi

f-.f_v”kewenangan oleh PA/KPA  untuk mengambil

| - keputusan dan/atau melakukan tindakan yang :
- dapat mengakibatkan pengeluaran Belanja Negara/
~~ .~ Anggaran Belanja Daerah. '
17,

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan yang selanjutnya ‘

_disingkat PPTK adalah  pejabat pada Perangkat - .

 Daerah yang - melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dar1 suatu program ‘sesuai dengan b1dang

xtugasnya EE



% 'Pe_]abat Péh'ataﬁéah‘aan 'Ké‘uanga'hb ‘Satuan Kexja' .
. . Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- =~ .

' SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungs: tata
-~ _“usaha keuangan pada SKPD. S
. Pengadaan ‘Barang/Jasa N Pemermtah yang‘ R
- sclanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah AR

keglatan ‘ Pengadaan - Barang / Jasa oleh
o Kementerlan/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sl
~ dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya: sejak

N "vf‘.._‘“’1dent1ﬁka51 kebutuhan, sampa1 dengan serah terlma[‘ P -
. hasil peker_]aan . ‘

‘ “Pejabat - Pehgadaan adalah pejabat'_‘ EE

" fadm1mstras1/pe3abat fungsmnal/personel ~ yang

L bertugas ‘melaksanakan Pengadaan Langsung,'_f"ﬂ

: Penunjukan Langsung, dan / atau E- purchasmg

21. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya -

. disingkat PjPHP adalah ‘pejabat administrasi/pejabat
o fungsmnal/personel yang bertugas ‘memeriksa

RS admlnlstra31 “hasil peker_]aan Pengadaan[ﬁ.;.f_

. Panitia: Pemenksa Hasﬂ Pekeljaan yang selan_]utnya o

: d1s1ngkat PPHP adalah t1m yang bertugas memeriksa - N
o admlmstra31 hasﬂ pekerjaan . Pengadaan .

3. Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanJutnyaij'f{v', R B

- disingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintahan

o . Daerah yang menjad1 pusat keunggulan Pcngadaan
. ."Barang/Jasa. = L
L. Kelompok Kerja Pemlhhan yang selanjutnya d1sebutj e e
. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang =~ -

S ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelda“-

‘ pemlllhan Penyedla e S
. ‘Aparat ' Pengawas - Intern Pemermtah yang.
vgselanjutnya dlsmgkat APIP . adalah aparat yang S

Ea ‘melakukan _pengawasan . melalui ~audit, reviu, - o

: ;pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan

- lain. ‘terhadap penyelcnggaraan tugas dan fungsr; : ‘;f‘
Pemenntah SR
;j,Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha,‘ S

. yang melaksanakan . sebagian atau -seluruh
L pekerjaan Pengadaan ‘Barang/Jasa yang diberi = -
- kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat AR

o - Daerah sebagai pihak pemberi pekexjaan . o
. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya S

. disebut . Penyedia adalah Pelaku Usaha yang':"_.f

menyedlakan barang /i jasa berdasarkan kontrak.

. vPakta Integrltas adalah surat pernyataan yang ber1s1 o

~ ikrar untuk mencegah. dan tldak melakukan kolusi, -~

B korup31 dan nepotxsrne B dalam Pcngadaanx BT
RN Barang/Jasa ‘ o T S
. Barang adalah setlap benda ba1k berWUJud maupun I

~tidak bCrWLl_]ud bergerak maupun tidak bergerak,

o yang dapat dlperdagangkan dipakai,’ dlpergunakan_'f,j -

o {‘atau dlmanfaatkan oleh Pengguna Barang



33

36,

e

'Pekerjaan Konstruk31 adalah keseluruhan atau_-"_ S
. -sebagian keglatan yang mehputl pembangunan,f_j_ T
' pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan;; R
© .. pembangunan kembali suatu bangunan. L
”31.”:'Jasa Konsultan31 adalah jasa layanan profesmnal
. yang- ‘membutuhkan keahlian tertentu diberbagai -
© . bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah"i_ SRRAE
~+ pikir (bramware) R = .
Jasa Lainnya adalah Jasa non~konsultans1 atau Jasa, Lo
.~ yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, =
. dan/ atau -keterampilan dalam suatu sistem tata =
- kelola yang telah dikenal luas di duma usaha untuk !
- menyelesaikan suatu pekerjaan. : I
Seruﬁkat Keahlian’ Pengadaan Barang/Jasa adalah' N
'~ tanda - bukti_ pengakuan ‘dari - pemerlntah atas
. f.kompetenm dan - kcmampuan > profe31 d1b1dang S
- Pengadaan Barang/Jasa - S -
‘Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa d1mana' S
.. pekerjaannya - direncanakan, dikerjakan dan/atau
- diawasi sendiri oleh - Perangkat Daerah sebagai o
' ':_’vf‘jvﬂvpenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah
~lain, . organlsa51 masyarakat dan/atau kelompok' A
’ ;i__masyarakat T - S
Dokumen Pemlhhan adalah' dokumen yang
- ditetapkan . oleh PokJa Pem1hhan/PeJabat’_ S
.Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi -~
- dan ketentuan yang harus d1taat1 oleh para plhak A
~ dalam pennhhan Penyedia. AR
Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selan_]utnya
- disebut Kontrak adalah -perjanjian tertulis- antara =~
- PA/ KPA/PPK dengan Penyedla Barang/Jasa atau:.» L
pelaksana Swakelola. = ) B
Tender adalah metode ' pemlhhan . untuk o
’l,fmcndapatkan Penyed1a Barang/Pekexjaanf i

L Konstruksx/Jasa Lalnnya

o

| ':v!’::ﬁ ‘ﬁ::, 40 ..

Seleksi  adalah metode pemlhhan untuk""_ SR
- mendapatkan Penyedla Jasa Konsultans1 I
‘Tender/Seleksi Internasional . adalah - pemlhhan'_ ST
!"v:{“'Penyedla Barang/Jasa dengan peserta pemilihan - ol
- dapat berasal dan pelaku usaha naswnal dan pelaku
- usaha asing. P IR
Penunjukan Langsung adalah metode pemlllhan*f -

 untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

, _,:_’:f’AKonstruk&/Jasa KonsultanSI/Jasa La1nnya dalam
- keadaan. tertentu R : ST
Pengadaan - Langsung Ba.rang/ Pekeljaan" Coel
- Konstruksi/ Jasa Lamnya adalah metode pemilihan = =
. untuk 'mendapatkan . Penyedla Barang/Peker_laan
o ._I,Konstruksx/Jasa Lainnya yang -bernilai paling =~
. banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -~ =



42.

‘.Pengadaén Langsung.  Jasa _Konsultansi adala.h .
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

N Jasa - Konsultansi yang bernilai paling banyak B

43.

44.

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). o .
E-reverse Auction adalah metode penawaran harga
secara berulang. B o -
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang .

‘perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

" memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha

45, } i |
“ berdiri sendiri dan dilakukan -oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan

- Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang

. merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

- usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

- undang-undang yang mengatur mengenai Usaha |
. Mikro, Kecil dan Menengah.
46.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan

- adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank

Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan

o Asuransi/ lembaga keuangan Kkhusus yang
~ menjalankan usaha = di bidang pembiayaan,

penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor

- Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan -

- 47.

perundang-undangan - di - bidang lembaga
- pembiayaan ekspor Indonesia.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerj'aan yang

- memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko )

48.

tinggi, menggunakan peralatan yang didesain
khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas

- Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). -
 Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement
- adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

dengan menggunakan teknologi informasi dan .

' transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

49,
- layanan pengelolaan teknologi informasi untuk

50

perundang-undangan. : :

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik. - ' ' B
E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan

B dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa

- yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

. elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali

S1.

penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari -

' ) berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.



i»

52,

53.

- 54,

55,
. ~ disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan

56.

97.

88

50,

- 60.

61.

62,

‘E-Puréhasing ;-_‘ad;alah tata cara pembelian

Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang

~selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi sistem
~ informasi rencana umum pengadaan berbasis web

yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk

-mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya
disingkat RUP adalah kegiatan yang terdiri dari
identifikasi ~kebutuhan barang /jasa yang
diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana

penganggaran sampa1 dengan penyusunan Kerangka '

- Acuan Kerja.

Standar Operaswnal Prosedur yang selanjumya

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis
untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang bertujuan
untuk memperoleh hasﬂ kelja yang efektlf dengan
biaya yang efisien.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan

~dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya

‘disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
‘berdasarkan  kesamaan  aspirasi, kehendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Repubhk
- Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuh1
kebutuhan barang/jasa pemerintah. '

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,

- wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang  untuk melaksanakan  Pengadaan
Barang/Jasa. '

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan . atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan keglatan usaha dalam berbagal
bidang ekonomi. :

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi

- Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkana

beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak

~dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban

yang dltentukan dalam kontrak men_]ad1 tidak dapat

» dlpenuhl



= ' Pemerintah BLU" adalah Badan Layanan Umum di
o Umum dilingkungan Pemermtah Daerah.

. pengadaan barang/Jasa oleh BLU dengan sumberv :

: dana pendapatan BLU : S

| R | Baglan Kedua

o Ruang Llngkup
' Pasal 2

.,:",»‘_.YV’Badan Layanan Umurn yang selanjutnya dlslngkat’} o
S ]Llngkungan Pemerintah Pusat atau Badan ,Layananr o

‘ . Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah keglatan' o

;7(1) Ruang hngkup Peraturan | Bupat1 » 1n1' 'méllput17__
- Pelaksanaan ~ Kegiatan di lingkungan Pemermtah- o
_ Daerah yang- pemblayaannya baik sebaglan maupun o

seluruhnya bersumber dan APBD.

*";'».(2) Keglatan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) :

o mehpuu

o - a keglatan dalam Belan_]a Langsung maupun tldakj R

~langsung; dan

b keglatan dengan ‘metode Pengadaan Barang/Jasaf;‘j».f::j'

maupun tldak

i ";-'(3) Keglatan / Pekerjaan yang dllaksanakan dengan metode' e f

- Pengadaan Barang/Jasa sebagaunana dlmaksud pada S

= ayat (2) huruf b mehputl

‘a. Pengadaan Barang/Jasa untuk  investasi di
hngkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
~yang pembiayaannya sebaglan atau selumhnya

dlbebankan pada APBD;

b Pengadaan Barang/Jasa yang sebaglan atau

- seluruhnya dibiayai  dari Pinjaman/Hibah Luar ~ °

7. Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentanganv S
© .. dengan - pedoman dan  ketentuan pengadaan -~ -

 barang/jasa dari pemben p1n3aman/h1bah yang LA

o ‘bersangkutan; dan e o
"¢c. bagi Pengadaan Barang/Jasa yang dllaksanakan .

~ oleh penerima. hlbah/bantuan Pemerintah Desa
- ‘dan sekolah, baik ‘negeri maupun swasta yang = =
P '_fdananya sebaglan atau seluruhnya bersumber dari -~ -
- APBD. atau APBN kecuah menggunakan pedoman R

B - vkhusus
E o BAB n ST
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN S
: ‘Pédofnan‘ dan Format Laporan Pelaksanaan

" Kegiatan/ Pekerjaan bagi. Perangkat ‘Daerah merupakan

v_’“pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka - o
- pelaksanaan - keglatan/ pekcr_]aan ~di  lingkungan -
. Pemerintah Daerah ~sesuai ruang llngkup yang dlatur

" dalam Pasal 2



Pasal 4

T vPerangkat Daerah terdiri dari:
. “BABI =~ - : . Pendahuluan

. Tim/ Kepamtlan
' _tBarang/Jasa o
L :‘PerJalanan D1nas

vBarang/Jasa o

S o v’dan Bantuan Sosial =
“BAB VI R Pengawasan dan Sanks1

S . "’_a_.j;Keglatan :j
o BAB X i Penutup

darl Peraturan Bupau ini.

BAB III v
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

) -Peraturan ‘Presiden * Nomor 16 Tahun 2018 tentang'fi

(1) Pedoman Pelaksanaan v Keglatan/ PekerJaan bagl; IR

BABIL ~:  Pedoman dalam Pembentukan =

- iBAB III f - Pedoman dalam Pelékéanaan Belanja"-.. -
S BAB IV .  Pedoman | dalafnﬂ B Pelaksanaan_“ ‘: B
BABV Pedoman dalam ! Pengadaan

: BABVI :  Pedoman dalam Penyaluran H1bah :;»:f:ff
BAB VIII * Format Lapo_ra.n“ Pe‘laksanaani",_ —

(2) Pedoman PeIaksanaan Keg1atan/ Peker]aan bag1,'.-“‘ o
Perangkat ‘Daerah sebagalmana ‘tercantum dalam- PR
‘Lampiran yang merupakan bag1an tldak terplsahkan R

- Selama UKPBJ belum terbentuk sesuai - ketentuén e

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan
 kegiatan . Pengadaan ‘Barang /Jasa dilaksanakan oleh

- .,':Pengadaan

. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Umt Layananf..:;:vl



- BAB v
KE’I‘ENTUAN PENUTUP

. , N _ Pasal 6 ' ;
. Peraturan . Bupati ini “mulai . berlaku pada tanggal.
- diundangkan. Lo Lo

Agér._ i setiép orang mengetahuinya, umeme‘f‘iﬁt ahkan

pengundangan  Peraturan’ Bupati ini ~ dengan.

penempatannya dalam . Berita Daerah Kabupateri" o
- Karanganyar. SR o L
,}Dxtetapkan di Karanganyar

- pada tanggal =
- BUPATI KARANGANYAR,

T
JULIYATMONO -
: "'}‘Dlundangkan di Kauanganyar -' '> o
- pada tanggal , | o
.j'-'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd"_._' :

SUTARNO _ . | . o | |
 BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR
- SEKRETARIAT DAERAH .
~ KARANGANYAR -
AN HUKUM

%

WADIDH = . S
311 199903 1 009




—————

AL Latar Belaka_ng

» .'Maksud dan Tujuan . I

!

" LAMPIRAN -
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR -  TAHUN 2019

- TENTANG - S
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/
PEKERJAAN  BAGI  PERANGKAT
?AERAH o o TERAR

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
. BAGI PERANGKAT DAERAH

~ BABI
' PENDAHULUAN
 PENDAHULUA

|
I

. Untuk melaksanakan pr1ns1p Good Governance dan Clean

' Government, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan prinsip-

prinsip akuntabilitas dan pengelplaan sumber daya secara efisien, serta .
mewujudkannya dengan ﬁndakén dan peraturan yang baik dan tidak
berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi

- dan - sosial antara para pxhak terkait (stakeholders) secara adil,
- transparan, profesmnal dan akuntabel Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dibiayai oleh APBD yang wajib dikelola secara bertanggung |

. jawab dan akuntabel, sehmgga menghasﬂkan output yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun sebuah

'pedoman bagl pelaksanaan | Kegiatan/Pekerjaan di Lingkungan

Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan APBD. v
Selanjutnya untuk memngkatkan efisiensi dan efektifitas

. penggunaan keuangan: negara yang dibelanjakan melalui proses
- Pengadaan Barang/Jasa Perpermtah diperlukan upaya untuk
- menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip
- persaingan/kompetisi yang 'sehaft dalam proses Pengadaan Barang/Jasa -

" Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, schingga diperoleh barang/jasa

- yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan
- baik dari segi fisik, 'keuangan,i maupun manfaatnya bagi kelancaran
‘tugas Pemerintahan dan pelayénan masyarakat. Sehubungan dengan -
- hal tersebut, Peraturan Bupat1 ini dimaksudkan untuk memberikan
f pedoman pelaksanaan keg1atan / pekeljaan bagi Perangkat Daerah,
~ utamanya Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan dengan tertib sesuai

kctentuan yang berlaku _ ! ‘

~ Maksud dan tujuan penyusunan Pcdoman Pelaksanaan

h Keglatan/ Pekerjaan bagi Perangkat Daerah ini adalah :

a. mewujudkan pemahaman yang benar atas ketentuan peraturan
. perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengadaan
‘barang/jasa di Daerah dapat dilaksanakan dengan baik; :




|

l

b sebagal pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan barang daerah

~ c. sebagai- . alat. pengendalian dan - pengawasan/pemeriksaan
. ~ penatausahaan pelaksanaan APBD; - )

- d. sebagai upaya untuk menmgkatkan - efisiensi, efektivitas,
' transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD;

- e. agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai keterpaduan dan
- keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat :
- sasaran dan manfaat serta terwu_judnya disiplin anggaran;

f. - meningkatkan kinerja pelaksana anggaran/ keglatan lebih baik dan
- tahun sebelumnya; dan !

- -g. meningkatkan peran serta usaha kecil dan kelompok masyarakat
" dalam pengadaan barang/ _]asa

BAB II
PEDOMAN DALAM PEMBENTUKAN TIM / PANITIA

A. Umum

1. Pembetukan Tim/Panitia dllakukan antara lain karena
' a. perintah peraturan pcrundang—undangan,
b. kebutuhan riil guna mendukung pelaksanaan suatu keglatan
- dan :
c. usulan chala Perangkat Daerah karena kebutuhan yang
. mendesak.
2. Pembentukan Tim/ Pan1t1a harus selektif dan berorlenta31 semata-
© mata pada pencapaJan output keglatan/ pekex]aan yang Jelas dan
© terukur. ‘) 1
3. Pemilihan keanggotaan Tim/ Panitia harus d1dasarkan pada
- pertimbangan rekam jejak kinerja, keterkaitan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta keahlian dan kemampuan yang
~ bersangkutan.

4. Keanggotaan dalam Tlrn/ Pamtla merupakan perangkapan fungsi o

~ dan tugas tertentu PNS dlsal.mpmg tugas pokok sehan han

B. Penetapan dan Legahtas ' I
Berdasarkan kewenangan, maka ’ L
1. Tim dengan keanggotaan dlluar Perangkat Daerah dltctapkan oleh
. Bupati;
2. Tim dengan keanggotaan lnternal Perangkat Daerah dltetapkan
. oleh Kepala Perangkat Daerah;
3. Dikecualikan dari ketentuan angka 1 dan angka 2 apabila dalarn
" peraturan- perundang—unda.ngan sudah diatur pejabat yang
' berwenang untuk membentuk dan menetapkan Tim/Kepanitiaan
' tersebut. - é |
C Masa Ket;]a | |

o 1 Pada dasarnya Tim/ Pan1t1a beketja sesuai dengan jangka waktu
-~ yang - disebutkan = secara  eksplisit pada  keputusan
' pembentukannya.  Mengingat - pembentukan  Tim/Panitia

. didasarkan pada pertimbangan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan
~dalam APBD " maka _]angka waktunya tidak melebihi Tahun

) Anggaran. A



't

2. 'Apablla - Tim/Panitia . ; dlbentuk ﬁntuk melaksanakan
- kegiatan/pekerjaan yang:  bersifat rutin, maka masa kerjanya

dapat melebihi Tahun Anggaran, dengan ketentuan maks1mal :

setiap 3 (tiga) tahun harus ditinjau ulang.

" 3..Dalam hal Tim/Panitia telah terbentuk selama 3 (tlga) tahun
' berturut-turut, maka Perangkat Daerah melakukan evaluasi

- terhadap wurgensi dan | efektifitas keberadaan Tim/ Panitia

.- dimaksud untuk dlpertlmbangkan menjadl tugas dan fung81 suatu
© unit organ1sas1 B l L . E

.‘Keanggotaan _ o 1

‘1. Keanggotaan Tim/Panitia terdm dari:

: Pengarah, maksimal 2 (dua) orang;

Penasehat, maksimal 2 (dua) orang; -

Wakil Penasehat, mak31ma1 2 (dua) orang;

Ketua, maksimal 2 (dua) orang, dan apablla dlbutuhkan dapat

membawahi ketua bidang/seksi; :

Wakil Ketua, maksimal 2 (dua) kali Jurnlah Ketua; o

Sekretaris, mak31mal sama dengan Jumlah wakil ketua,

Anggota, sesuai kebutuhan; '

. Staf Admnistrasi, sesuai kebutuhan;

Staf Teknis, sesuai kebutuhan

Koordinator, setingkat Ketua/ Ketua Bldang, tergantung pada

: struktur Tim/Panitia. |

2. Dapat melibatkan pxhak lam diluar PNS/Pejabat di lmgkungan

. Pemerintah Daerah atas 1zm atasan Iangsung yang bersangkutan

e TP

SRR e

» ».;Sekretarlat T1m/ Pamtla , } ,» _ o

1}. Sekretariat Tim/Panitia d1bentuk untuk melaksanakan kegnatan
¢ administratif dalam rangka menunjang Kkegiatan Tim/Panitia

' Pelaksana Kegiatan. ,

2. Sekretariat Tim/Panita merupakan baglan tak terplsahkan dari
. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
- 3.-Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana hanya dapat dlbentuk untuk

~+ menunjang 'I‘un/ Panltla Pelaksana kegiatan yang dltetapkan oleh
- . Bupati. :

4. Jumlah keanggotaan sekretanat Tim/ Pamtla Pelaksana kegiatan
- diatur paling banyak 10; (sepuluh) orang untuk Tlm/ Panitia
= .+ Kegiatan yang dltetapkan oleh Bupat1 ‘ ,

.'-Pemb1ayaan ER N * - |

: Pemblayaan pelaksanaan tugas Tlm/ Panitia diberikan dalam bentuk

Honorarium yang penganggarannya dialokasikan dalam bentuk:

1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, pada rekening Belan_]a

~ Honorarium. |

2. Untuk PNS dlaloka31kan dalam perhltungan Tambahan

. Penghasilan Pegawai Dinamis.

3. Untuk PNS yang  bertindak sebaga1 Narasumber/
. pelatih/ pcnga_]ar/ pelaksanaan fungsi khusus diluar tugas dan

* fungsinya, pada rekening Belanja Narasumber/petugas lain. _

4. PNS yang berasal dari Iuar hngkungan Pemerlntah Daerah, pada

s rekening Belanja Petugas Lai . .

_1,
|-
,J
I
|
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. .

G Pelaporan . v v
‘Setiap akhir masa tugas maka Ketua T1m Wa_]lb menyusun laporan

pelaksanaan tugas kepada Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang

menetapkan Keputusan Pembentukan

BAB III

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA BARANG / JASA _

. Umum

Pada dasarnya bélanja barang/jasa diléksanakanv. sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan. ‘Penatausahaan

- .. keuangan tunduk pada peraturan bupati tcntang penatausahaan
. keuangan, dan pelaksanaannya tunduk pada jenis atau karakteristik
. kegiatannya apakah menggunakan mekanisme pengadaan

: .barang/ jasa atau tidak. _ o : -

:Pelaksanaan belanJa Barang/Jasa , o
. 1 Penyediaan alat tulis kantor dxlakukan dengan pembehan sesuai

dengan pagu anggaran, 'kebutuhan dan ketersedlaan ruang
penyimpanan. :

- 2 Pembelian makanan dan kudapan bagi penyelenggaraan rapat

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:’

a. Makanan dan kudapan disajikan pada : :

1) rapat yang dilaksanakan dengan mengundang peserta dari
' unsur masyarakat dan/atau Perangkat Daerah lain;

2) rapat pembinaan pegawai atau rapat koordinasi internal

 Perangkat Daerah yang insidentil / tidak terus — menerus
dan menghasilkan output yang. mendukung pelaksanaan

- tugas dan fungsi organisasi; dan . ‘

3) rapat tim/panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan
pejabat yang berwenang sesuai jadwal kegiatan.

b. Makanan dlsa_]lkan hanya pada pertemuan yang dilaksanakan
minimal 3 (tiga) jam; ’

c. Penyajian makanan dan kudapan dilakukan dengan ketentuan
1) sedapat mungkm dilaksanakan oleh penyedla terdekat pada
lokasi penyelenggaraan rapat;

2) pada setlap menu kudapan harus terdapat menu rebusan,
‘ dan menu makanan lokal khas Daerah; dan :

3) pada setxap menu makanan yang dlS&Jlk&n harus terdapat
buah. ' :

~ 3. Penggandaan dan fotocopy dllaksanakan sesuai kebutuhan dan

dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

K 4 Belanja sewa dilakukan apabila sarana/ prasarana Pemenntah

~ Daerah memang tidak tersedia atau tidak mencukupi.

5. Belanja barang/jasa dalam rangka fasilitasi kegiatan sosial,

- kemasyarakatan dan kebudayaan dapat dilakukan secara
swakelola oleh panitia penyelenggara keglatan dengan ketentuan
sebagai berlkut .



v< T

e a.-i‘PPI‘K mclakukan peljanjlan kerjasama dengan pamtla BRPEE
- i-"penyelenggara kegiatan dalam . rangka fasilitasi/bantuan =~ "
j,f;\keg1atan dengan pelaksanaannya secara swakelola; dan = =
b. fasilitasi/ bantuan kegiatan diberikan secara non tunai untuk
. kemudian dllaksanakan pengadaan barang/Jasa ' secara, e

" swakclola dan

ﬂ.pertanggung]awaban keglatan kepada PP’I‘K

- C »Pertanggung]awaban dan Penatausahaan , o o |
Pertanggung]awaban dan Penatausahaan ! belan_]a : barang/_]asaff o

- dilaksanakan . sesuai - ketentuan v Peraturan Bupat1 t‘entangif,:_ S
._Penatausahaan Keuangan Daerah ' - R

BAB IV

: PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

A Umurn

1 Perjalanan dlnas dllaksanakan dengan pr1n31p

Selektu" ya.ltu hanya untuk kepentlngan yang sangat tlnggl dan R
: pnontas yang berkaltan dengan penyelenggaraan pemenntahan, R
. Ketersedlaan anggaran dan kesesuaxan dengan pencapa_lan
- kinerja; - L y T : o e
',.Efi31en31 penggunaan anggaran, dan e T T , B
. Akuntabilitas pemberian perintah- pelaksanaan per_lalanan dlnas
e e -dan pembebanan blaya perja.lanan dlnas o - o v

20 Per_]alanan D1nas dilaksanakan oleh Pegawa.l (PNS/CPNS Pegawal N
'- . Non PNS) dan masyarakat sesuai kebutuhan da.n dalam penugasanf': -

- . oleh Daerah.. : c : _ »

B Dukungan Adm1n15tras1 TR

1 Peljalanan dlnas dllaksanakan sesual dengan Surat 'I‘ugas
2 Surat 'I‘ugas dlterbltkan oleh | A '

."“'a.

" Sekretaris Daerah atas nama Bupat1 untuk perjalanan dlnas yangv,
o dllaksanakan oleh Sek.retans Daerah : S
“Sekretaris Daerah - untuk peljalanan dlnas yang dllaksanakan»
. oleh -Kepala Perangkat Daerah atau oleh rombongan antar*ﬁ
Perangkat Daerah;- AR
‘c. Asisten Sekretaris Daerah untuk Pe_]abat dan staf d1 llngkungan‘”f'}g
,_._Sekretarlat Daerah; S
. Kepala Perangkat - Daerah untuk PeJabat dan staf d1 lmgkungan I
- Perangkat Daerah bersangkutan, SR e
‘e. ‘Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawa1 Non PNS atau peserta AT
~+‘'non PNS lainnya. . : . R -

iDalam menerbltkan Surat ’I‘ugas Pejabat sebagalmana dlmaksud B

. ‘pada angka ‘2. berwenang untuk menetapkan ‘tingkat biaya =

.~ perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan dengan
' "V?:jjif»fmemperhatlkan kepentmgan serta tu_]uan per_]alanan dmas tersebut o

. Panitia/" Pcnyélehggara Keglatan - | melaporkanl .



(L]

C.. Blaya Per_]alanan Dmas .

1 Pengelompokan B1ayé ‘ ' o
. Pemberian biaya perjalanan dinas d1dasarkan pada tingkat
- . pelaksana peljalanan dinas, yakni: .
. TingkatA : Bupati, Wakil bupati dan Pimpinan DPRD;
| Tingkat B :  Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
.. TingkatC : JPT Pratama selain Sekretarls Daerah
. TingkatD :  Administrator; - -
- Tingkat E : Pengawas; N
. Tingkat F : PNS Golongan IV Non Eselon
- Tingkat G : . PNS Golongan III;
- Tingkat H : = PNS Golongan Il dan L. " -
TingkatI ¢ Pegawai Non PNS dan Peserta Petjalanan Dmas Non

| 2 J ems-_]ems blaya

PNS

- Jenis blaya dalam perjalanan dmas terdiri dan

Ca.

e

Uang Harian, ditetapkan sesuai standar blaya berdasarkan
tingkat perjalanan dinas; -

Biaya transporta31, merupakan b1aya darl kedudukan ke lokasi
sampai .dengan kembali ke tempat kedudukan, termasuk
didalamnya BBM (jika menggunakan kendaraan pnbad1/ dinas),
parkir, retribusi, tol, pelabuhan, struk pembayaran kendaraan
daring, asuransi dan biaya lain termasuk biaya pemilihan kursi,

biaya makan minum dan biaya bagasi atau jika terdapat

penundaan atau blaya perubahan uket yang dlkarenakan
perubahan Jadwal g
Biaya penginapan, merupakan biaya pengmapan riil atau dapat

‘menerima secara lumpsum sebesar 30% ( tiga puluh persen) dari

standar biaya penginapan setempat sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya penginapan;

Biaya representasi, diberikan kepada Bupati, Wakil bupati,
anggota DPRD dan Pejabat Jabatan Pimpinan ’I‘mggl Pratama
selama melaksanakan perjalanan dinas;

Sewa kendaraan, sesuai biaya sewa yang ditagihkan termasuk
sopir, parkir, BBM, tol, pajak dan lain sebagamya dan
Biaya mengantar dan menjemput _]cnazah sesuau blaya ml

' Pemberian blaya perjalanan dinas :

a

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menglkutl pelatlhan v

bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, rakor, dan

kegiatan sejenis yang biaya akomodasi ditanggung pihak

penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan

sebagai peserta maka:

1) Untuk kegiatan yang dilakukan sehan penuh dengan
menginap ( fullboard ) diberikan sebesar 50% ( lima puluh
persen ) dari uang hanan Peljalanan Dlnas selama menglkuu
‘kegiatan; -

| 2) Untuk kegiatan yang dllakukan Iebxh dar1 1 (satu ) hari -

dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari
terakhir (kepulangan) diberikan uang harian Perjalanan Dinas
sebesar 100% (seratus persen), :



3) Untuk keglatan yang d11akukan d1 luar kantor pahng Smgkat 8'}"; | o
(delapan) jam tanpa menginap ( fullday ) diberikan sebesar

‘Dinas selama mengikuti kegiatan; dan -

uang hanan Pexjalanan Dlnas selama menglkutl kegiatan;
b.. Biaya PerJalanan Dinas ‘yang blaya “akomodasinya tldak

.~ Dinas secara penuh; dan -
Lo C

" kepulangan setelah’ menglkutl kegiatan, maka jumlah hari

'i”_’-'vPerJalanan Dinas dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum B
- pelaksanaan kegiatan (H-l) atau 1 (satw) hari sesudah -

pelaksanaan keglatan (H+ 1)

D Pelaporan

PeJabat/ Pegawa1 penenma Surat 'I‘ugas wa_]lb menyusun Laporan Hasﬂ | ‘} o
Peljalanan Dmas dan dlsertakan dalam pertanggung]awaban keglatan ST

Lo ‘BABV
PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

A PERSIAPAN

1 Pembentukan Orgamsa& Keglatan B R

Penanggung Jawab Program -
- Wakil Penanggung jawab Program

; PeJabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran o
- Pengguna Barang/Jasa dan Kuasa Pengguna Barang/ J asa

~ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). - . :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP'I‘K] :

- Tim Pelaksana Pengendalian dan Koordinasi Keglatan APBD

’ 'Pamtla/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. .
' Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi. = -

© 1) - Pengarah; -
°2) Penasehat; .. -
. 3) . Wakil Penasehat
. 5) Wakil ketua
ce) Sekretarls,
B 7). Anggota; - ST
“ 0 .8)  Staf admmlstras1, o
- 19 Stafahli .
.- .10) Staf tekms dan

S 1 1) Staf lalnnya

- 60% (enam puluh persen ) dari rincian uang hanan Peljalanan L _'
:’ 4) Untuk keglatan yang dilakukan diluar kantor antara 5( l1rna ) L

~sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa menginap (halfday) : .
dlberlkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari r1n01anv_’; el

~ditanggung pihak penyelenggara atau tidak melalui setoran -
 pembayaran - keikutsertaan sebagai peserta, maka selama = =
.- mengikuti keg1atan tersebut, d1ber1kan uang hanan Per_]alanan',;_ R

Dengan’ pertlmbangan ketepatan waktu kehadlran berdasarkan -'j: LA
~undangan mengikuti . kegiatan = dan kesulitan penjadwalan -

. Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi K Keglatan APBD R

- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) / Pe_]abat Pengadaan._: - .

. Tim Pelaksana Keglatan (apabﬂa dxbutuhkan), dapat terdm darl R



2, PNS yang ditugaskan di UKPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen (yang
vmem111k1 sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah) dan
Pejabat - Pengadaan dapat * diberikan tunjangan profesi yang
'besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- 3. Keanggotan dan Tugas Orgamsas1 Pengelolaan APBD

a Penanggung jawab Program

1) Penanggung jawab Program dl_]abat oleh Bupat1 dengan :
keputusannya menetapkan :

Wakil Penanggung jawab Program; v

Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi Keglatan APBD
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, _
Pengguna Barang/Jasa; o

Unit Kerja Pengadaan Barang/J asa(UKPBJ), dan

Tim Pelaksana kegiatan yang anggotanya mehbatkan v
unsur di luar Perangkat Daerah yang bersangkutan.

| 2) Penanggung jawab Program mempunyai tugas membenkan ,
‘ arahan dan pembinaan pelaksanaan program.

b Wakil Penanggung Jawab Program

1) ‘Wakil Penanggung jawab Program duabat oleh ‘Wakil Bupau .

‘dan bertugas membantu Penanggung jawab Program dalam

.. “memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan program.

2) Wakil Penanggung jawab Program dalam menjalankan tugas

. bertanggung;awab kepada Bupat1 selaku Penanggung jawab
Program. .

c. Tim Pembina Pengendali dan Koordxnas1 Keglatan APBD

1) Tim Pembina, Pengcndah dan Koordinasi Keglatan APBD
dlangkat dan dltetapkan oleh Bupatl beranggotakan

a)
b)
)
- d)
T
)
g)
. 'h)

Bupat1
Wakil Bupati;
Sekretaris Daerah

»vStaf Ahli Bupati;

Para Asisten Sekda, .

KepalaBadan Perencanaan dan thbang,

Inspektur Daerah; '

Kepala Badan Keuangan Daerah ‘ :
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan
Kepala Bagian Hukum Setda. '

“ 2} Tugas Tim Pembina, Pengendah dan Koordma31 Keg1atan
' - APBD, antara lain : : : .

a)

b)

_c)

melaksanakan koordinasi pembmaan |
penatausahaan/pengelolaan aspek perencanaan, aspek
administrasi, aspek keuangan dan aspek teknis; .
menganalisa ~ terhadap proses dan permasalahan

pelaksanaan kegiatan; -

mengadakan monitoring, pengcndélian "'evaluasi dan

- tinjauan lapangan untuk melihat secara dekat tentang
v pelaksanaan kegiatan; '



S

A.a_pelaksanaan kegiatan; = .

'VVProgram, dan

g)‘,,’dalam melaksanakan tugasnya d1bantu oleh Tlm}f

. Pelaksana Pengendah dan Koord1nas1 Keglatan APBD

“ d"v Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa
1) o .

. 3)

9

PA'
KPA
PPK; S
Pejabat Pengadaan, o

- Pokja Pemilihan;
- Agen Pengadaan
' PjPHP/PPHP; :
. Penyelenggara Swakelola, dan
R L Penyed1a barang/ Jasa '
e Pengguna Anggaran (PA) L 3 ' IR
1) ‘Kepala Perangkat Daerah bertmdak selaku PA yang dlangkat”j, S

- .dan d1tetapkan oleh Bupatl

| 2) PA- mempunyai- tugas, kewenangan dan bertanggung Jawab“ - L
sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan
‘ anggaran/ keglatan pada Perangkat Daerah yang d1p1mp1nnya, R

" antara lain:
. a) menetapkan perencanaan pengadaan, P

- menetapkan PPK;
~ ulang gagal;"
- menetapkan Pejabat Pengadaan, T
°  menetapkan PjPHP/PPHP; :
. menetapkan Penyelenggara Swakelola o
- melaksanakan Konsolidasi Pengaclaan Barang/ J asa;

- metode pemilihan:

" atau

~ (sepuluh miliar rupiah).”

-_ J] 1 '_menyatakan Tender gagal/ Selek31 gagal . ST
" k) menyampaikan . laporan  keuangan sesual dengan o
.+ .~ ketentuan peraturan perundang undangan, ,

1) . menyelesaikan  perselisihan  antara ‘PPK dengani L

- UKPBJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal tel:]ad1 perbe daan' o

L : pendapat

- d)  menyelenggarakan = Rapat ~Koordinasi ~Pengendalian =~ =

. 'Operasional Keglata.n (Rakor POK) pahng sed1k1t 3 {tlga), o
. bulan sekall R S

“memberi arahan/ petunjuk ‘ untuk » kelanca.ran o

~ melaporkan hasil pembmaan kepada Penanggung _]awab-“ = o

'b) ‘menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP pada'- BRI

" papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website =

. Pemerintah Daerah (wwuw.lpse. karanqanuarkab go. zd) o
" dan portal pengadaan nasmnal me1a1u1 LPSE ’

- menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/ selek81 s |

menetapkan pemenang permhhan/Penyedla , untuk,».?-,_:-» o

(l) Tender/ Penunjukan Langsung/ E purchasmg untuk RRRE
- paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa B
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di -~
- atas- RplOO OOO 000. 000 00 (seratus mlhar rupxah),'

- (2) Seleksi/ Pénunjukan Langsung untuk paket‘; -
- Pengadaan Jasa Konsultans1 dengan ‘nilai Pagu R
- Anggaran pahng sedikit d1 atas RplO 000. 000.000 OO..._, IR



o

- m) mengawa31 penyirhpanah dan - peméliharaan' seluruh e

‘Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; ,
n) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah; ' -

"~ 0) melaporkan secara berkala perkembahgan pelaksanaan

kegiatan kepada Bupati setlap 3 (tiga) bulan sekali;

: v'p) menyiapkan dokumen penyerahan keglatan/pekexjaan |

kepada Bupati;
q Dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

- (1) menetapkan tim teknis; dan/atau ,
(2} menetapkan Tim Jun/Tlm Ahli untuk pelaksanaan
Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

| 1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf q angka(l), |

bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada PA
~ berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan dalam
pelaksanaan kegiatan dalam hal pekerjaan sudah
- menggunakan jasa mana_]emen konstruksi maka dapat-
o dlbentuk tim teknis. '

f Kuasa Pcngguna Anggaran (KPA)

1)

2)

PA dalam melaksanakan tugas- tugasnya dapat mehmpahkan

~ sebagian kewenangannya kepada 1 (satu) atau beberapa orang -
- KPA' yang merupakan Kepala Unit Kerja pada Perangkat

Daerahnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagalmana dimaksud
- pada angka 1) berdasarkan pertimbangan besaran Perangkat
Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, kompeten31, rentang’ kendah, dan/atau pertlmbangan;

. objektif lainnya.

3)

.

6)

o

.,8)

-9

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagalmana tersebut pada‘ ’

- angka 1) ditetapkan oleh Bupati atas usul PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertanggung Jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. ,
Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan
kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Bupati setlap 3

- (tiga) bulan sekali melalui PA.

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan yang terkait dengan: . '

| a) melakukan tindakan yang mengakibaiikan ‘pengeluaran» :

anggaran be]an_]a, dan /atau
b) mengadakan perjanjian dengan pihak Iam dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan. -

KPA berwenang menjawab Sanggah Bandlng peserta Tender
Pekerjaan Konstruksi. '
KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/ Jasa :
Dalam hal tidak ada personel yang dapat dltunjuk sebagai

" PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK..

g PeJabat Pembuat Komitmen (PPK)

oy

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanJutnya dlslngkat PPK

~adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

‘mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengaklbatkan pengeluaran / Anggaran Belanja Daerah.



‘:",vv

) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mem111k1 tugas L
o -‘a)' 1 menyusun perencanaan pengadaan, - e e
b} menetapkan_ spe31ﬁkas1 teknls/ Kerangka Acuan Kerja’ S

- (KAK); ..
' menetapkan rancangan kontrak
- menetapkan HPS; '

f) ‘mengusulkan perubahan _]adwal keglatan o

~ menetapkan tim pendukung; = S

. menetapkan tim atau tenaga ahli; -

~diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
mengendalikan Kontrak;

~ kepada PA/KPA;

m) menyerahkan = hasil 'pekerjaan pelaksanaan keg1atanf ;v

o kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

'_K‘n).* menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh d‘o'kumenv,. o o

- _pelaksanaan kegiatan;dan - .

L 0)1 ‘menilai kmcrja Penyedia. o

: _»Selam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada_
. angka 2), PPK melaksanakan tugas pehmpahan kewenangan B
;dan PA/KPA mehpuu SR . S .

": a) meIakukan tmdakan yang mengaklbatkan pengeluaran o '-i,f-'f

: 'anggaran belanja;

S ' b) mengadakan dan menetapkan perjan_]lan dengan p1hakb'}:-:vg .
- lain dalam batas anggaran belan_;a yang telah dltetapkan o o

- dan

) c) PPK. dalam melaksanakan tugasnya dapat dlbantu oleh‘l : S

L ‘Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa

g’PPK ‘dilarang  mengadakan 1katan - perjanpan atau_ R

. menandatangani - Kontrak dengan ‘Penyedia Barang/Jasa . -

o apablla belum tersedla anggaran atau- tidak cukup tersedia =~ =
~~ anggaran yang. dapat mengakibatkan dilampauinya batas =~

anggaran. yang tersedla untuk keg1atan yang dlblayal darl' o

- .. APBN/APBD. S | o
i 5) - Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Jasa S
" konstruksi, penyusuna.n dokumen perencanaan pekerjaan = -
o jasa- kontruk51 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang =~
 melaksanakan urusan pekerjaan umum atau dilakukan oleh
’ penyedla Jasa perencana konstruk31 dengan ketentuan L

o a) Penyedla jasa perencana konstruk31 dapat ‘berasal dan IR
 perseorangan ahli atau badan hukum yang kompeten = .
_dan ‘memiliki - kualifikasi yang dipersyaratkan . atau -~ .
ST dilakukan oleh’ Perangkat Daerah yang melaksanakanfﬁ ST
(RS f."urusan peker_]aan umum; e SRR

. €) menetapkan - besaran uang muka yang akan dlbayarkanf‘;
~ kepada Penyedia; - A

i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai - pahng sed1k1t:’_» e
j) - menetapkan Surat Penunjukan Penyed1a Barang/Jasa o B

- ‘melaporkan pelaksanaan dan penyelesman keg1atanff_ e



- sesuai kctentuan, dan

Daerah yang melaksanakan pekerjaan umum e

i ;6) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sep1hak apablla

b)) Keluaran akhlr perencanaan konstrukSI _ mehputr‘ R
sy ,dokumen perencanaan berupa Gambar Rencana Teknis, . =
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), RAB (Enginering
Estzmate) dan Daftar Volume Pekcrjan (BQ) yang dlsusun»i R

R c) .. Penyedia jasa perencana konétruks1 dalam melaksanakan' S o
- pekerjaannya  harus ' berkoordinasi . dengan Perangkat., S

.a)  kebutuban Barang/Jasa tldak dapat dltunda meleb1h1 ax

' batas berakhirnya Kontrak;

- akan mampu menyelesalkan ‘keseluruhan: pekerjaan

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

| kelalaiannya dalam Jangka waktu yang telah ditetapkan;
' Penyedia . Barang/ Jasa = terbukti melakukan Korup31 :

~ oleh instansi yang berwenang,, ST -

f) ° pengaduan tentang penylmpangan prosedur dugaanb"y
S Kolu31, Korup31 dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran’;.j{

- persaingan . sehat ~ dalam pelaksanaan ‘Pengadaan

- berwenang; -

) v’f‘f";huruf c), dapat melampaui Tahun Anggaran; - v o
- 'dalam . hal pembenan kesempatan kepada Penyedla

berdasarkan penelitian PPK Penyedla Barang/Jasa tldak o

Cw alaupun dlbenkan kesempatan sampai dengan 50 (lima B _
- puluh) hari kalender ' sejak  masa berakhlrnya Lt

* setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekeljaan B
- *-sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender seJak masa- = -
~ berakhirnya  pelaksanaan - pekerjaan, = Penyedia =
. _.v:vBarang/Jasa tidak dapat menyelesalkan pekerjaan, P A
_ Penyedia ~ Barang/Jasa- - lalai/cidera  janji  dalam =
melaksanakan kewajibannya - dan tldak memperbaukl RS

- Kolusi dan  Nepotisme (KKN), - kecurangan, dan/atau."":{*"gf’f.;
~ pemalsuan dalam proses Pengadaan yang dlputuskan’v T e

| .‘Barang/Jasa dmyatakan benar oleh 1nstan51 yang“'}_"v; R

~ pemberian kescmpatan kepada Penyedla Barang/Jasa TR
j._‘,_fv.ﬂ_menyclesalkan pekerjaan sampai dengan S0 (ima puluh) -
© “hari-- kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan =~
" .. pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan

-~ Barang/Jasa melampaui  tahun . anggaran, maka

 dilakukan adendum kontrak atas sumber pembiayaan .
" dari DPA Tahun Anggaran berlkutnya atas s1sa pekerjaan S

L if'»yang akan dlselesalkan, S o
i) - Ketentuan lebih lanjut mengena_l tata cara pembenan»-v
= tersendm

kesalahan Penyedla Barang/Jasa R
. 1’5(1) Jamlnan Pelaksanaan dicairkan;

Barang/ Jasa atau Jaminan Uang Muka dlca.lrkan,

o keterlambatan dan

a ,._,kesempatan untuk menyelesaikan pekexjaan melampam
© tahun anggaran, dlatur dalam Peraturan Bupatl’ff' P

i) f.dalam _hal pemutusan Kontrak dllakukan karenaj'f:-:.',“: -

' (2) sisa Uang Muka harus dllunasi oleh Penyedla,':,",""1" --7:'

":f::(:3)' " Penyedia Barang/Jasa ' membayar . denda‘:";v‘ o
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- (4) Penyed1a Barang/Jasa dlmasukkan dalam Daftar
i - Hitam." : : ,

k) dalam hal dllakukan pemutusan Kontrak secara seplhak
- oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada huruf h), Pokja Pemilihan i

UKPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada

pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan

yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan
memenuhi syarat; dan

) = Dalam hal pemutusan kontrak secara sepxhak oleh PPK,

“maka prestasi pekerjaan dihitung dan dltetapkan oleh'
. APIP.

Bagl Perangkat Daerah yang mer’nilikivbeberapa kegiatan ﬁsik
konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), maka dapat dialokasikan satu

~kegiatan jasa yang mengakomodasi .seluruh/beberapa'

perencanaan konstruksi tersebut.

Mutasi jabatan - Personil PPK tidak merubah tugas dan
tanggung Jawabnya sampa1 dengan kegiatan pekerjaan-
berakhir. - '

Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordlna31 Keg1atan APBD

)

e

Tim Pelaksana Pengendali dan Koordma31 Keglatan APBD
adalah sebagai Pembantu Tim Pembina, Pengendall dan
Koordinasi Keglatan APBD. . ’

Tim Pelaksana Pengendah dan Koordma31 Keglatan APBD
terdiri dari unsur : :

"~ a) Badan Perencanaan dan thbang,

9

.4)

b) Inspektorat;
c)  Badan Keuangan Daerah; dan
d) Bagian Administrasi Pembangunan;

Sekretariat Tim Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Keglatan

- APBD berada di Bagian Administrasi Pembangunan.

Tim Pelaksana Pengendallan dan Koord1nas1 Keglatan APBD
bertugas :

‘a) membantu mengendahkan pelaksanaan ‘kegiatan Tahun . V:

Anggaran berjalan;

~ b) menelaah laporan yang disampaikan oleh Penggunav

Anggaran sebagai bahan untuk pembuatan laporan
kepada Bupati; '
¢) mengadakan tinjauan lok331/ lapangan, ‘ '

d) menyelenggarakan dan menyiapkan Rapat Koordinasi
‘Pengendalian Operasional Keglatan (Rakor POK) pahng
sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

e) memberikan masukan kepada Tim Pemblna Pengendah

~ dan Koordinasi kegiatan APBD untuk kelancaraan
| pelaksanaan kegiatan; dan -

f) menyiapkan bahan laporan hasil - pengendahan evaluas1
- pelaksanaan kegiatan APBD kepada Bupatl -

Umt Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)

.1)

UKPBJ memiliki fungsi :

. a) pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,



.

b)
<

d)

€)

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;-

pembinaan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan |
Pengadaan Barang dan jasa; :
pelaksanaan pendampingan, konsultasr dan/atau -
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan '
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl yang
berkaltan dengan tugas dan fungsmya '

Kepala UKPBJ dan Anggota Kelompok Kerja Pemlhhan UKPBJ
dilarang duduk sebagai :

PPK;

(PPSPM);

Bendahara; dan ‘

Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), terkecuali
menjadi Pejabat Pengadaan/anggota UKPBJ untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan mstansmya

’I‘ugas Kepala UKPBJ meliputi:
g

,b)

g

4)‘

d)

memimpin  dan mengoordlnamkan seluruh ke'giatan'
UKPBJ; o

menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ
mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di

UKPBJ . dan melaporkan apabila ada: penylmpangan -

dan/atau indikasi penyimpangan;

membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;

melaksanakan pengembangan dan pembmaan Sumber

‘Daya Manusia UKPBJ;

Menugaskan / menempatkan / memmdahkan anggota
Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kerja

i masing-masing Kelompok Kerja UKPBJ;

g)

h)

mengusulkan pemberhentian - anggota Kelompok Kerja
Pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada Bupati,
apabila terbukti = melakukan pelanggaran peraturan
perundang—undangan dan/atau KKN; dan -~

melaksanakan Tender/Seleksi ulang setelah mendapatkan s

persetujuan PA/KPA.

| Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ / PeJabat Pengadaan pok_]a

pemilihan UKPBJ/Pokja Pengadaan meliputi :-

a)
b)

<

d)

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
menetapkan Dokumen Pemilihan; v

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
diwebsite (www.lpse. karanganyarkab go.id) dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk dlumumkan dalam Portal
Pengadaan Nasional; _
menilai  kualifikasi Penyedxa 'Barang/Jasa melalul
prakualifikasi atau pascakualifikasi; -
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan ‘harga

terhadap penawaran yang masuk;

Pejabat : Pénandatahgan Surat Perintah Membé.yar


http://www.lpse.karanganyarkab.go.id

| g) khusus untuk Kelompok KerJa Pem111han UKPBJ

IR,

. (1) menjawab sanggahan

“Penyedia;

L -(3) melaksanakan per31apan dan pelaksanaan pemlhhan:‘ ;
Penyedia untuk katalog elektronik;

e @ melaksanakan pers1apan dén pelaksanaan pemlhhan- o

(4) menetapkan pemenang permhhan/ Penyedla untuk o

~ metode pemlhhan

(sepuluh m111ar ruplah)

(a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket o
- Pengadaan. Barang/Peker_]aan KonstrukSI/Jasa'
~Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak - =
- Rp100.000. 000.000, 00 (seratus mlllar ruplah) atau

B '(b) ‘Seleksi/ Penunjukan Langsung  untuk  paket o
Pengadaan Jasa Konsultan51 dengan n11a1 Pagu
. Anggaran paling. banyak RplO OOO 000. OOO OOf S

Lo (5) . menyampalkan hasil pemlhhan dan salman Dokumen‘v_f B

~ Pemilihan PenyedlaBarang/ Jasa kepada PPK;

, - Barang/Jasa; - 2
- (7) membuat laporan mengenal pI‘OSGS pengadaan kepadaf_.
- Kepala UKPBJ; '
1 (8) Pokja - Pemlhhan dapat dlbantu oleh tlm atau tenaga L
- ahlj dan S '

. dengan kompleks1tas pekeljaan

. J Pejabat Pengadaan

‘ _,‘Iangsung,

L Iangsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa -

o ‘ratus juta ruplah) | |
o 3) melaksanakan pers1apan dan pelaksanaan penunjukan’

B (6) menyimpan dokumen ash permhhan Penyedla -

(9) Pokja Peniihhan berjumlah ganjll o mlnlmal o PERE
ERNR beranggotakan 3 (tiga) orang dan b1sa dltambah sesual L

‘ | Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/ Jasa mem111k1 tugas e
. ",}1)',' melaksanakan persmpan | dan pelaksanaan pengadaan BRI

2) ' melaksanakan pers1apan ‘dan pelaksa.naan penunjukan PR

B Lainnya yang bermlal pahng banyak Rp 200 000 000 00 (dua__ L R

- langsung untuk pengandaan jasa konsultasi yang bernilai R

 paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan -

r "“Rp 200.000.000,00 (dua ratus J“ta mp‘ah)

':-v.';;f‘k._.vaokJa Pemlhhan S RS
o . PokJa pemlllhan dalam pengadaan Barang / J asa mem1hk1 tugas

' ’melaksanakan persxapan dan pelaksanaan : pemlhhanv
*penyed1a, T el : , , - v _ v

" untuk katalog elektronik; dan -

4) ' melaksanakan E- purchaszng yang bem11a1 palmg banyak”t:'zv s

> melaksanakan pers1apan dan pelaksa.naan pemlllhan penyedla;’ R

j"":'i,-';j.é).,"v-‘-'Menetapkan pemenang pem111han/ penyed1a untuk metode: S

IO pemlhhan



e

(seratus miliar ruplah),

banyak Rp 10 000. 000 000,00 (sepuluh m111ar ruplah)

_ Dalam hal berdasarkan pertlmbangan komplek31tas pemlhhan o
- penyedia, anggota quja pemlllhan dapat dltambah Sepanjan g

~ berjumlah gasal;

| ) Pokja pemlhhan dapat dlbantu olch t1rn atau tenaga ahh
?;,Agen Pengadaan Lo x GRS .

Barang/Jasa, B

. pada angka (1) mutatis - muta ndls dengan tugas pokja_
~ pemilihan dan/atau PPK;

:‘»-‘:;v'fKetentuan PPTK dalam Peraturan upat1 1n1 mengacu pada o
. 'Peraturan = . Menteri. Dalam Negen - Nomor = 13
- Tahun 2006 ‘tentang ‘Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,
. Pasal 12, sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan =~ -
- Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 21 Tahun 2011 tentang .
.~ Perubahan Kedua-atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 R
e ,Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloléan Keuangan Daerah IR

O Pengawas Lapangan Bldang Konstruks

o _‘1): -‘Pengawas Lapa_ngan Bldang Kon truk31 bertugas melakukan : |
‘... pengawasan peketjaan/keglatan seharl-han di lapangan agar, R

B ‘pekerjaan dapat berjalan sesuai Rencana RAB dan Bestek

- 2) : '-:Kewenangan Pengawas Lapangan z?dalah | Lo
:. a) mengawasi pelaksanaan peker]aan agar pelaksana”-g‘._" R
. -pekerjaan mematuhl Renc a, RAB dan bestek yang_‘-: T

J ditetapkan; .

 den.

G ;c)}‘",menghenukan pekeIJaan apablla tldak sesual dengan:ﬁf‘ :‘: .

o Rencana, RAB dan Bestek yan dltetapkan

;3‘);,1'Pengawas Lapangan bcr_]umlah (satu) orang “atau leblh#i.} jb

- dlsesumkan dengan volume pckerjaan yang diawasi;

) - Setiap 1 (satu) = minggu sekali  Pengawas Lapanganf |
l‘_]keglatan/peker_]aan ‘harus melaporkan kemajuan fisik o

X - kegiatan/pekerjaan yang d1awasm3(a kepada PPK;.

'.Pengawas Lapangan dilarang bekerja sama dengari penyecha':_;
. -~ jasa yang mengarah pada pelapggaran bestek dan  RAB " -
- dan/atau bentuk . pelanggaran lainnya yang dllarang sesua1 SRR

' ketentuan peraturan perundang—undangan ,
- Pelanggaran terhadap ketentuan| angka 5)° d1kena1 sanksl. B

‘sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket penga daan .
' Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai -~
pagu anggaran paling banyak Rp 100 000. 000 000 oo o

“_,b) Seleksl/penunjukan lahgsung untuk paket pengadaan‘lv
. jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling = -

Agen- pengadaan dapat melaksanakan pengadaan: PR
l‘_v-'..PeIaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagalmana dlmaksudf;‘ o

?f,',fPelaksanaan tugas pokja. pemlhh«a.n dan/ atau PPK dllakukan : -
- sesuai dengan ketentuan peraturatn perundang-undangan R

:‘?:'Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan (PP )

‘:f‘j‘b)'"-‘ memberikan permgatan dan memermtahkan pelaksana' o o
E pekeljaan untuk mematuh1 rencana, RAB dan Bestek R



.

~ ketentuan sebagai berikut :
" dapat menggunakan jasa Konsultan Pengawas; dan
menggunakan . jasa . Konsultan = Pengawas dan

mengalokasﬂ{an anggaran sesua1 dengan ketentuan yang o
- berlaku. o .. , L o

Has11 Peker_]aan (PPHP) | RS | ‘
Ly P_]PHP memiliki tugas memenksa adm1n1stra51 hasﬂ pekerjaan =

‘ Pengawasan Pekeljaaan konstrukm dllaksanakan dengan o
a) lingkungan Dinas. Peker_]aan Ufnum dan Penataan Ruang - o

l‘:‘if:v'b)'.3_.Perangkat Daerah lain dengan nilai pekerjaan di atas. Rp o
-+ 500.000.000,00° (I1ma ratus juta’ ruplah) Jjuta wajib . -

PeJabat Pemerlksa Hasﬂ Peker_]aan (PJPHP) /Pan1t1a : :Pemeriksa"‘

- Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang =

- bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiahj. .

paling sedikit - diatas Rp 200.000. 000,00 (dua ratus juta

Rp 100. 000.000, 00 (seratus juta ruplah)

8 B PJPHP/PPHP d1tetapkan oleh PA/ KPA. S e

4 ~ PjPHP/PPHP berasal dari’ pegawaJ negen ba1k dan 1nstansr S
. sendiri maupun 1nstan31 la.mnya :

"-’.ﬂf,'_ruplah] dan jasa konsultansi yang bermla1 pahng banyak’_,. :" .

- PPHP memiliki tugas memeriksa adm1mstra31 hasﬂ pekerjaan I
 Barang/Pekerjaan Kontrukm/Jasa Lamnya yang  bernilai

_-_»rup1ah] dan = Jasa - Konsultansi pahng Sedlklt dlat‘aswv‘:;

Dikecualikan dari. ketentuan pada angka 4), P_]PHP /anggota'",',

. PPHP pada institusi lain Pengguna APBN/APBD atau .

' bukan pegawai negeri.
o PJPHP/ PPHP Wajlb memenuh1 persyaratan sebagau berlkut

s '.;melaksanakan tugas; -
“memahami isi kontrak; SR
ﬁ menandatangam Pakta Integrltas, dan

ST L - Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
N TugasP_]PHP /PPHP sebagai berikut: . S
o ‘.’_.‘a) melakukan - pemeriksaan admlmstraSI hasﬂ pekerjaan oo

tercantum dalam Kontrak;

P hasﬂ Pekerjaan, . L .
T ' »’*Ketentuan susunan PPHP sebaga1 benkut o
L a) *beranggotakan minimal 3 (tiga) orang maksxmal 5 (llma)f ’

o fungsi terkait dengan pekerjaan;

o Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasa.l dar1 Y

“memiliki integritas, disiplin’ dan tanggung Jawab dalam s

tidak menjabat sebagai Pejabat - Penandatangan Surat"f, "

: pengadaan ‘barang/jasa sesua1 dengan ketentuan Yang

b) rnenandatangam Berlta Acara Pemerlksaan Admlmstrasl'_ B

- orang yang berasal dari Perangkat Daerah: pemilik kegiatan }l o
~maupun Perangkat Daerah lain yang secara tugas dan,_‘ S

L - b) Ketua dan Sekretaris berasal dérl Perangkalt Daerah' 3 | . :'

- pemilik keglatan,

' sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai surat tugas

c) Anggota panitia yang bberasal darl Perangkat Daerah tcrkalt B



- d) Surat tugas sebagaumana dunaksud huruf c) berdasarkan
permintaan kepala Perangkat Daerah pemilik kegiatan;
e) Penunjukan PPHP harus memperhatikan . pemenuhan -
P ‘persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 4) dan 5) -
~ 9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan
- pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna
Jasa Konsultansi atau Tim Teknis yang bersangkutan

~ . 10} PjPHP/PPHP keglatan ‘Konstruksi melakukan pemeriksaan
- administrasi hasil pekerjaan, dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada PPK dengan dilampiri Berita
- Acara Pemeriksaan Admmlstras1 Hasil Pekerjaan; :

- 11) Format Berita “Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil
: . Pekerjaan untuk. yang Pertama/ Kedua sebagaimana
. terlampir. - E . '
+ 12) Berita Acara Pemenksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
- sebagaimana tersebut angka 10) merupakan salah satu
kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan
anggaran  sesuai tahapan pelaksanaan/ penyelesman :
" pekerjaan. ' ‘ |

13) Setelah menerima laporan darl PjPHP/PPHP beserta Iamplran-

~ lampirannya sebagaimana angka 12), PPK melaporkan
' pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA setelah
memastikan bahwa semua dokumen pelaksanaan pekerjaan
‘konstruksi telah lengkap (memenuh1 syarat) sesuai daftar
‘check list terlampir.

14)  Mutasi jabatan Personil PPHP/PjPHP tidak merubah susunan
kepanitiaan dan tanggung jawabnya selama periode kegiatan
yang bersangkutan berlangsung , o

-p. Penyelcnggara swakelola .
1) Penyelenggara swakelola terdiri atas Tim Persxapan Tim
~ Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. . :

2) Tim Persiapan memiliki tugas menentukan sasaran, rencana
teknis kegiatan dan jadwal pclaksanaan

3) Tim Pelaksana memiliki tugas ‘melaksanakan mencatat
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
- pelaksanaan fisik maupun adsm1n1stras1 swakelola

q Penyed1a ’

1) Penyedia wajib memenuhi ~ kualifikasi ~ sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan

~peraturan perundang-undangan
2) Penyedla bertanggung jawab atas

a) Pelaksanaan kontrak;
b) Kualitas barang/jasa; :

¢} Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d) Ketepatan waktu penyerahan,dan
‘e) Ketepatan tempat penyerahan. -



B RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA ,
1 ’I‘uJuan Pengadaan.

a.

f.

g.
h.

menghasﬂkan barang/ jasa yang tepat dan setlap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kuahtas _]umlah Waktu biaya,
lokasi,dan penyediaan;

meningkatkan penggunaan produk dalam negen

meningkatkan peran serta Usaha Mikro Usaha Kecil, dan Usaha
Menegah;

'memngkatkan peran pelaku usaha nasional;

mendukung pelaksanaan penchtlan dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian; ' '
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

mendorong pemerataan ekonoml, dan

mendorong pengadaan berkelanjutan '

2 Kebl_]akan Pengadaan ,

a.
’;b.

c.

g
h.

i.

meningkatkan kuahtas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
~melaksanakan Pengandaan Barang/Jasa yang lebih
transparan, terbuka, dan kompetitif; ,
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
- manusia Pengandaan Barang/Jasa;
mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa
menggunakan teknologi mformas1 dan telekomumkam, serta
transaksi elektronik;
- mendorong pengunaan barang/ jasa dalam negen dan Standar
Nasional Indonesia (SNI) ;
memberikan kesempatan kepada usaha MlkI‘O Usaha Kecﬂ
dan Usaha Menengah;
mendorong pelaksanaan penelitian dan 1ndustr1 kreatif, dan
melaksanakan Pcngadaan Berkelanjutan

3. Prmsap Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan pnn51p prmsxp sebagai
berikut: .

a.

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dlusahakan ‘
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kuahtas yang maksimum;

Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah - ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; _
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengcnau
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta
oleh masyarakat pada umumnya;

Terbuka, beraru Pengadaan Barang/Jasa dapat dukuu oleh
semua ~ Penyedia Barang/Jasa = yang = memenuhi

persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan' o

prosedur yang jelas,



R Béféaiﬁg; iberartl Pengadaan Bara.ng/Jasa harus dllakukan |

Penyedia Barang/Jasa yang setara -dan  memenuhi

" melalui persaingan yang sehat diantara ‘sebanyak mungkin o

jfli",f'persyaratan, 'sehingga . dapat - ‘diperoleh Barang/Jasa yang = -
. _ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang =

o Barang/Jasa;

. mengganggu ter01ptanya mekamsme pasar dalam Pengadaan} o R

Ad11/ tidak d1sknm1nat1f berart1 membenkan perlakuan yang " |
- sama bagl semua calon Penyedla Barang/Jasa dan tidak =
. mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu B

dengan tetap memperhatlkan kepentlngan nasional; dan

'g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan IR

~yang terkait dengan Pengadaa.n Barang/Jasa sehmgga dapat. : :

-  ,§; 'dlpertanggung]awabkan

4 ;’ Etlka Pengadaan

. Para plhak yang terkalt dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa harus mematuh1 etlka sebaga.l ber1kut S

melaksanakan tugas secara tertlb dlserteu rasa tanggung Jawab R

o v:“.untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapamya SURTRR

o tujuan pengadan barang/ jasa;

''b. bekerja secara profesmnal mandiri, dan men_]aga keraha31aan |
¢ informasi yang menurut sifatnya harus dlrahasxakan untuk_} Rt

i ’:_:'.:;“'mencegah peny1mpangan Pengadaan Barang/Jasa, o . T
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tldak T

. langsung yang berakibat persalngan usaha tidak sehat; - .

. ‘menerima dan bcrtanggung Jawab atas segala’ keputusan yang R

ditetapkan sesua.l dengan kescpakatan tertuhs p1hak yang REE
- terkait; ST “

’menghmdan | dan : mencegah terjadxnya v pertentangany L

.. kepentingan plhak yang terkait, baik secara langsung maupun -
- tidak: Iangsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

3 dalam Pengadaan Barang/Jasa (conﬂzct of interest). )
S Pertentangan kepentmgan plhak yang terka.lt sebagalmana}i RN
L dlmaksud dalam hal: Lo , R RIS

o '11)‘_- Dlrek31 ‘Dewan Komlsans, atau personel inti- pada suatu_

 badan - usaha, - merangkap sebagai Direksi, Dewan = -
L ;Komlsans, atau personel inti pada badan usaha lam yang]_' R

- mengikuti- Tender/ Seleksi yang sama;-

":_,Konsultan perencana/pengawas dalam '_' Pekcrjaan

 Konstruksi  bertindak - sebagai pelaksana Pekerjaan o

. . dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan ter1ntegras1

. konsultan perencana; -

L va.;"_Pcrangkat Daerah;

~'maupun tidak langsung mengendahkan atau menjalankanvv
: badan usaha Pcnyedla dan/ atau ORI o :

. Konstruksi yang dlrencanakannya / diawasinya, kecuali N
Konsultan manajemen . konstruks1 berp eran Sebagai» :_‘, SR

‘ Pengurus/ manajer kopera51 merangkap sebaga1 PPK/ POkJ a R
' Pemilihan/. ' Pejabat - Pengadaan pada  pelaksanaan -

L Pengadaan Barang/Jasa d1 Kementenan/ Lembaga/ T

PPK/ Pokja Pemlhhan/ PeJabat Pengadaan ba1k langsung SR



5. PA/ KPA wajib - menyusun rencana umum pengadaan, baik

6) Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi

yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan
sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.

- menghindari dan.  mencegah - ter_]admya pemborosan dan
- kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan

~atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan, atau fihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan Negara; dan

‘tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjlkan _ |
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat,
~dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau

“patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

-+ pengadaan = melalui ' Tender/Seleksi/ Penun_]ukan Langsung/E-
. Purchasing dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat
- luas melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website
- Pemerintah Daerah (wwuw.lpse.karanganyarkab.go.id), dan portal
pengadaan nasional melalui UKPBJ (SIRUP).

.. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mehputl keglatan- N

- kegiatan sebagai berikut :

) a

- Pengadaan Barang/Jasa;

mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang d1perlukan |

- Perangkat Daerah;
b,

menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk |

menetapkan kebljakan umum tentang

1) pemaketan pekerjaan

2) cara Pengadaan Barang/Jasa;

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa, dan

4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

7. Pehyusunan dan penetapan rencana penganggaran

a.
. pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: biaya barang/jasa itu

e

PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran

'sendiri, biaya perencanaan, biaya pendukung dan biaya
‘administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan proses

pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Biaya admnustram dapat terdiri dari:

1) biaya pengumuman pengadaan; :

2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya:
PA/KPA, PPK,UKPBJ/Pejabat Pengadaan Pengawas
Lapangan PPHP/PjPHP; S '

' 3) biaya survei lapangan/pasar; '
- 4) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang J/J asa;

5) Biaya ATK, makan minum rapat; dan :

6) Dbiaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba. -



B1‘ay’ai' 'édmlnlsvtj;fa51 untuk keglatan/pekeljaan yang akan:’l BT

L dllaksanakan ‘pada tahun anggaran yang akan datang namun

" berjalan harus dlsedlakan pada tahun anggaran beljalan

. | huruf b dan c di atas dltetapkan sebaga1 berikut :

o proses - pengadaannya dilaksanakan - pada tahun anggaran o fi -

. Prosentase biaya administrasi sebagalmana dlmaksud pada R

‘ R 1)' _Plafond anggaran sampai dengan Rp200 000 OOO 00 : 1

e (duaratus _]uta ruplah) maksimal 6% (enam perseratus)

‘rupiah) maksimal 5% (lima perseratus);

2) " Plafond anggaran diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta .
" rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 00 (llmé1 ratus JUta‘.,.. o

o 3) Plafond anggaran diatas RpSOO 000.000, 00 (hma ratus FEN

S juta: ruplah) ‘'sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh

O ratus juta ruplah) mak31ma1 4% (empat perseratuS), R

-'4)  Plafond anggaran diatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus’ R

“juta rup1ah) sampai dengan Rp1.000.000. 000 ,00 (satuiﬁ
- milyar ruplah) maksimal 3% (tlga perseratus)

S ruplah) mak81mal 2% (dua perseratus)

8 Dalam' menyusun blaya pelaksanaan pengadaan harus ‘o

'~ Plafond anggaran diatas Rpl 000.000. OOO 00 (satu rmlyarvf, —

. diperhitungkan blaya ‘untuk  pengumuman ulang seandainya i :
" terjadi - tender/seleksi ‘gagal. Dan harus  diperhitungkan biaya =~

'- tender / seleks1 termasuk b1aya penggandaan dokumen pengadaan a

c PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA :,;; e
* 1. Persiapan Swakelola e

penggandaan dokumen pengadaan karena UKPBJ dilarang dengan L :
: alasan apapun, memungut biaya apapun. dari calon - ‘peserta

T .f‘?r"[persmpan pengadaan Barang/Jasa melalm swakclola mellputl o
- sasaran, penyelenggara swakelola, : rencana keglatan, Jadwal‘v L

' pelaksanaan, dan RAB.-

. o b penetapan sasaran Pekeljaan swakelola dltetapkan oleh PA/ KPA R

c penetapan penyelenggara swakelola dllakukan sebaga.l benkut
L :1) T1pe | Penyelenggara swakelola dltetapkan oleh PA/ KPA;

swakelola,

"{2) Tipe II Tim pers1apan dan tim pengawas dltctapkan olehf'_-
" PA/KPA,serta - tim . pelaksana = ditetapkan ~ oleh’
- Kementenan/ Lembaga/ Perangkat Daerah leun pelaksana___]"

| ,3)”‘_T1pe g Tmi perswpan dan tim pengawas dltetapkan oIeh -

SR lepman ormas pelaksana swakelola,atau

4) . Tipe IV PenYClenggara swakelola d1tetapkan oleh lepman -v f  -

kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

- d "vrencana kegiatan ditetapkan oleh PKK dengan mcmperhltungkan“ A

- dengan kontrak tersendln

f(hma puluh persen) dan }umlah anggota tim pelaksana o

~tenaga - -ahli/peralatan/bahan tertentu yang dllaks an akan‘f S

. Tenaga Ahli hanya dapat dlgunakan da]am Pelaksanaan,. CL
* swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%



g

a

b

3 Persiapan Pengadaan Barang /Jasa melalm penyedla oleh PPK -

hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelolav‘
. sebagaimana dimaksud pada . huruf c d1tuangkan ‘dalam KAK ,

Kegiatan/sub keglatan /output..

rencana keglatan yang diusulkan oleh kelompok Masyarakatf ’»
: dlevalua31 dan dltetapkan oleh PPK .

2 Bxaya Pengadaan
L Blaya Pengadaan Barang /Jasa melalul swakelola dihitung

berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola; dan _
PA dapat mengusulkan = standar biaya masukan / keluaran'

Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

" pemerintahan di bxdang keuangan negara atau Bupati.

~meliputi kegiatan :

‘a.

b.
c.
d.

‘a.

b.

2) dasar untuk menetapkan  harga batas | tértmgg1 |
' penawaranyang sah dalam Pengadaan Barang / Pekerjaan o

. 3)Hdasar 1 untuk menetapkan besaran  nilai Jaminan -
" Pelaksanaan bagi penawaran yang mlamya Ieblh rendah 80% :

menetapkan HPS;
menetapkan rancangan kontrak ; _
menetapkan spesxﬁkas1 teknis/KAK; dan / atau

menetapkan uang muka, jaminan uang muka,> ' Jamman'
pelaksanaan, _]amman pemellharaan, sertifikasi garan31 dan/ -

atau penyesuaian harga

4. Penctapan HPS. -
HPS dihitung secara keahhan} dan menggunakan data yangv~
- dapat dipertanggungjawabkan.

: HPS telah memperhltungkan keuntungan dan blaya tldak .
langsung (over head cost)

Nilai HPS ber51fat terbuka dan tldak ber81fat raha31a

Total HPS rnerupakan hasil perhltungan HPS dltambah Pa_]ak '
- Pertambahan Nilai (PPN). . ,

. HPS dlgunakan sebagai:

1) alat untuk menilai kcwa_]aran harga pénawaran
- danatau/kewajaran harga satuan ' :

Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

‘(delapan puluh persen) dari nilai HPS.
HPS tidak men_]adl dasar perhltungan kerugian negara.

Penyusunan HPS d1kecual1kan untuk Pengadaan Barang/Jasa
- dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00
_(sepuluh Juta rupiah), EPurchasmg, dan Tender pekexjaan

terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) han kexja v
© sebelum batas akhir untuk:

1) pemasukan penawaran untuk permhhan dengan pasca

kualifikasi; atau -

Ny ey it




2) pemasukan dokumen kuahﬁka& untuk permhhan dengan
. pra kuahﬁka31 .

5 J ems Kontrak

" a. Jenis kontrak Pengadaan Barang/PekerJaan Kontruk81/ Jasa
Lainnya terdiri atas:
o 1) Lumsum;
' 2) . Harga Satuan;
- 3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
4) Terima Jadi (Turnkey); dan;
5) Kontrak Payung. '

b, Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultam terd1r1 atas

1) Lumsum;
-2) Waktu Penugasan; dan
~ 3) Kontrak Payung

: c ‘Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang hngkupv“ )
- pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batasv ,
- waktu tertentu, dengan ketentuan sebagau benkut

1) semua risiko sepenuhnya;
2) berorientasi kepada keluaran; dan - ' :
- 3) pembayaran ' didasarkan pada tahapan produk/ keluaran K
yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. ’

'd. Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan
~ Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga

 satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah dltetapkan dcngan '
ketentuan sebagai berikut: ’

1) Volume atau kuantitas pekerjaannya ma31h ber31fat
o perklraan pada saat kontrak masih ditandatangani; =
~ 2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas
_ realisasi volume pekerjaan; dan '
~ 3) Nilai akhir kontrak d1tctapkan setclah seluruh pekexjaan A
diselesaikan. :

‘e. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan |
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam satu pekerjaan
yang dijanjikan. :

' f. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan ‘
S Pekerjaan Rekonstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan
- dalam batas Waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah harga pasti dan tetap sampax seluruh pekexjaan

- selesai dilaksanakan; dan ,

) 2) Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termm sesual
‘kesepakatan dalam kontrak.

.g. Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam‘

o periode waktu tertentu untuk barang/j jasa yang belum dapat

 ditentukan volume dan/atau waktu pengmmannya pada saat
.kontrak dltandantangam o .



h Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan mcrupakan Kontrak

Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya

belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang

- dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa

: dlpastlkan

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun

- Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat
" yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dapat berupa :

1) pekeljaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas)
" bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau ’

- 2) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila

- dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun
Anggaran dan paling lama 3 (t1ga) Tahun Anggaran o

6 Bentuk Kontrak ’

;a.

Bentuk kontrak terdiri atas: , _
»1) bukti pembelian/ pembayaran, 3
2) kuitansi; ’ i

3) Surat Perintah Kerja (SPK)
4) surat pexjanjlan, dan
S) surat pesanan.

Bukti pembehan/ pembayaran dlgunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa  lainnya - dengan n11a1_ paling  banyak

" Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kuitansi =~ sebagaimana  digunakan untuk Pengadaan -
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00
sampai dengan Rp50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah). B

. SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di-

atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

~dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan n11a1 palmg

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). .

Surat perjanjian = digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasing atau pembehan melalm toko darmg

7 Pembenan uang muka

a

b

Uang muka dapat dxbenkan untuk per31apan pelaksanaan
pekerjaan . ' ‘

Uang muka d1ber1ka_n dengan ketentuan sebagau berikut:

1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dar1 nilai kontrak untuk
- usaha kecil;

2) paling t1ngg1 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak

' untuk usaha non-kecil dan penyedla jasa Konsultansi ; atau

- 3) vpalmg tmgg1 15% (hma belas persen) dari n11a1 kontrak untuk

. kontrak tahun _]amak



Pembenan uang muka d1cantumkan pada rancangan kontrak
yang terdapat dalam dokumen Pemlhhan ' G

8 Jamman Pengadaan barang /Jasa

'a.

J aminan pengadaan barang / ]asa terd1r1 atas': '

SR Jamman Penawaran .

2) Jamlnan Sanggah bandmg Do R

3 3) E Jamman Pelaksanaan, L :

e '5. 4) Jamman Uang Muka, dan

.5) 'Jamman Pemehharaan .

'.-}f,f'Jamman penawaran dan Jamlnan sanggah Bandlng hanya Untuk R
'pengadaan Pekerjaan Konstruks1 ' - : .

= Jamman dapat berupa bank garan81 atau surety bond ST
Bentuk _]anunan bersxfat ’ : e
1) - tidak bersya_rat -

_ _‘ 2) mudah dlcalrkan dan

- 3) harus dicairkan oleh penerblt Jamman pahng lambat 14 -
- (empat belas) hari kerja setelah surat permtah pencairan dari SR
. pokja pemlllhan/PKK/plhak yang d1ber1 kuasa oleh pok_]a-.. "

o pemlhhan/ PKK diterima. '

Pengadaan Jasa konsultans1 tldak dlperlukan Jamlnan pena- o
- waran,jaminan sanggah Bandmg, Jamman Pelaksanaan, dan-'_'__‘
~ Jaminan pemehharaan : v TR

Jaminan dari Bank . Umum perusahaan Jarnlnan, Perusahaan S
_ asuransi, lembaga keuangan khusus yang. men_]alankan usaha
* dibidang ~ pembiayaan, penjaminan, ~dan - asuransi untuk = -
mendorong ekspor Indones1a dapat dlgunakan untuk semua’ -
'.]emsjamman S I S

‘Perusahaan penjamman, perusahaan Asuran31 dan’ ble'mbagaf_ SRR
R keuangan - khusus ‘yang manalankan usaha v d1bidang
~ . pembiayaan, - penjamlnan ‘dan asuransi- untuk ‘mendorong -
" ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang =~
 undangan. dibidang lembaga pemblayaan ekspor Indonesxa-} LT
- adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha

RN dan pencatatan produk suretyshlp d1 otontas Jasa Keuangan

9 Jamman Penawaran ST e

a

“Jaminan penawaran * diberlakukan untuk nilaitotal HPS

- ,;pahng SCdlklt dlatas Rp 10 000 000 OOO 00 (sepuluh m1l1ar .

- ruplah)

”‘Jamman penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hmgga' o -
- 3% (tiga persen) dari nilai total HPS A PR - |

. Untuk pekerjaan konstruk81 tcrmtegram, Jamman penawaran' -
" besarnya antara 1% (satu persen) hlngga 3% (tlga persen) dan EEEEE

S ‘n11a1 Pagu Anggaran



10 Jamman Sanggah Bandlng

‘.’a

b

Jaminan Sanggah Bandmg besamya 1% (satu persen) dan nllauv
“Pagu Anggaran.

Untuk pekerjaan kontruksi terlntegraSI,‘ Jaminan Sanggah
Bandmg besarnya 1% (satu persen) dan nilai Pagu Anggaran ’

11 Jamman Pelaksanaan

- a.

Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai - pallng

‘sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah)
.  J aminan pelaksanaan tidak dlperlukan, dalam hal :

1) Pengadaan jasa lamnya yang aset penyedla sudah dikuasai

oleh pengguna; atau

' 2) Pengadaan barang/jasa melalui E-purchasmg
Besarnya nilai j jamman pelaksanaan adalah sebagau benkut
1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh -

persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS,
Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen) dan nilai
kontrak; atau .

2) Untuk nilai penawaran ‘terkoreksi d1bawah 80% (delapan

‘puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar-
5% [hma persen) dari nilai total HPS.

Besarnya nilai jaminan- pelaksanaan untuk pekcxjaan_

 terintegrasi adalah sebagai berikut : _
 51) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen)

~ sampai dengan 100% (seratus persen) dari - nilai- Pagu

Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen)"' |

dari nilai kontrak; atau-

2) Untuk nilai penawaran d1bawah 80% (delapan puluh persen)

dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5%
(hrna persen) dari nilai Pagu Anggaran |

'Jamman pelaksanaan berlaku sampai dengan serah tenmai'

~ pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lamnya atau serah temna .
- pertama Pekerjaan Kontruksi. - : .

12.. Jamman Uang Muka

» a. Jaminan uang muka dlserahkan penyedla kepada PPK senilai -

uang muka.

- b. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara

- proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

13 Jamman Pemeliharaan

a. Jaminan pemeliharaan  diberlakukan untuk pekerjaan

konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada -

 serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over.

 b. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja - |
. setelah masa pemehharaan selesai.

.
dari n11a1 kontrak

Besarnya nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (llma persen):



o

14 SertlﬁkatGaran31 U e SR
" a. Sertifikat Garan31 dlbenkan terhadap kelalkan penggunaan' i T
barang hingga Jangka waktu tertentu sesua1 dengan ketentuan I

. dalam kontrak. -

.’;‘b ‘Sertifikat garan31 dltcrbltkan oleh produsen atau pxhak yang T

dltunJuk secara sah oleh produsen

o 15 Penyesualan harga

)

"-::"1)

L 3)

a. Penyesualan harga dllakukan dengan ketentuan sebaga.l benkut ‘ R
diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jemis
- kontrak Harga Satuan atau konrak berdasarkan waktu . -
S penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
~ telah tercantum dalam" dokumen permhhan dan/ atau» S
e perubahan dokumen permhhan, dan . . S
T ",d1cantumkan dengan jelas dalam dokumen pem111han yang AR

tata - cara perhltungan penyesualan harga harus

merupakan bagian tldak terp1sahkan dan kontrak.

: v X :"}Persyaratan dan tata cara perhltungan penyesuauan harga terdm - o
- atas: L : oo e
penycsua1an harga dlberlakukan pada kontrak Tahun Jamak e S
;. yang masa pelaksanaannya 1eb1h dar1 18 (delapan belas)* ER
2 penyesualan harga dlberlakukan dlmulal bulan ke~13 (tlgaf R
N belas) sejak pelaksanaan peker_]aan, Lo E -
‘penyesuaian = harga = satuan berlaku bag1 seluruh[ P
- kegiatan/mata pembayaran, kecuah komponen keuntungan,
“- - ‘biaya tidak langsung (overhead cost),dan harga satuan e
S tlmpang sebagalmana tercantum dalarn penawaran _ B
L 4} penyesuaian harga satuan ‘diberlakukan sesuai dengan'?_- o
P Jaclwal pelaksanaan yang tercantum dalarn kontrak; D
penyesua.tan harga satuan bag1 komponen pekexjaan yang DT
berasal dari luar negeri, menggunakan 1ndeks penyesualan R

s ‘harga dari negara asal barang tersebut; -

jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebaga1 .
- akibat  adanya. adendum kontrak “dapat dlbenkanbv.__ N g
' penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tlga belas) Sqak_ L

' adendum kontrak tersebut d1tandatangan1 dan

7) indeks harga yang. dlgunakan dalam hal pelaksanaan_--ﬁ»"v»‘":’”'."'“"-
. kontrak terlambat disebabkan  oleh kesalahan penyedia - -
- adalah 1ndeks terendah antara Jadwal kontrak dan rcallsa31 L

o pekerjaan. -

16 Metode Pemlhhan Penyedla -

a ' Metode pemlhhan penyedla Barang/ Pekerjaan/ Konstruks1 / Jasa f P

N 1a1nnya terdiri atas

- {..1) Epurchasmg,,..s- |

2y
4)
9

Pengadaan Langsung, T
- Penunjukan Langsung, _
‘Tender cepat dan fj_ AR
Tender ' S



E purchasmg dll‘aksanakan untuk barang / pekexjaan/:
..*;V;konstruks1/ _]asa lamnya yang sudah tercantum dalam katalog”"’ R

" elektronik;

;1..»":Pengadaan langsung dllaksanakan untuk barang/ pekerjaan ;. '
- konstruksi/jasa - lamnya yang - bern11a1 palmg banyak‘_;,: SRR

- Rp 200.000. 000,00 (dua ratus Juta rup1ah)

vv':_:,PenunJukan langsung dllaksanakan untuk barang/ pekexj]aan'jﬂ.'j‘ R
& konstruk31/ _]asa lamnya dalam keadaan tertentu y
e. Kriteria - barang/ pekerjaan konstruk31/ Jasa Iaxnnya untuk S
o keadaan tertentu mehputl IR

1 )

Penyelengaraan penylapan keglatan yang mendadak untuk' E
- menindaklanjuti komitmen 1ntcrnasxona1 yang dlhadln oleh o

Presiden/Wakil Premden» ol

3‘fisf"' :_ 2)

Barang/ jasa yang bersifat rahasm untuk kepent.mgan Negaraj e
. meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden =~~~
- . dan -Wakil,mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden - .
 beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala - -
negara/kepala pemerintah, ‘atau barang/_]asa lain bersifat = =
- rahasia - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- R

SR undangan

" Pekerjaan - kontruk81 bangunan ‘yang rnerupakan satu’
- kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung S
" jawab atas resiko- kegagalan bangunan yang secara

" keseluruhan t1dak dapat dlrencanakan/ dlperhltungkan

a sebelumnya - ‘

' Barang/ pekerjaan konstruk31 / _]asa lamnya yang hanya dapat‘

- disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;

Pengadaan dan penyaluran bcmh unggul yang mehputl benih S
- padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang mehputl Urea, R
. NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin =~
S ketersediaan bemh dan pupuk secara tepat dan cepat untuk o
f-pelaksanaan pemngkatan ketahanan pangan R v
~ Pekerjaan - prasarana, sarana, dan - utilitas umurn'_ SRS
ey d111ngkungan perumahan ‘bagi masyarakat berpenghasﬂan S
~~  rendah yang - dllaksanakan oleh pengembang yang; R

- .bersangkutan e R . R
' Barang/ pekerjaan konstruk31/ Jasa lamnya yang spesxfik dan’ S
- hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau -~ -
" pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, =
* atau pihak ° yang menjadi pemegang tender untuk R

o ‘ -mendapatkan izin darl pemermtah atau

8) Barang/ pekeljaan konstruks1/ jasa la1nnya yang setelahk" =
S dllakukan Tender Ulang mengalarm kegagalan L
f. Tender cepat dllaksanakan dalam hal : |

3 }}; 1)

Spesifikasi  dan  volume pekeqaannya ’ sudah dapat RART

e »dltentukan secara rinci; dan

Pclaku usaha telah terkuahﬁkam dalam 31stem 1nf0rma81 i 1
‘klnerja penyed1a S R



gv Tender sebagmmana dlmaksud pada huruf a angka 5),, -

" dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode S
‘:, pemlllhan penyedia sebaglmana dlmaksud pada huruf a angka R

‘1) sampai dengan angka 9

17 Metode Evalua31 Penawaran P . B o S
: a - Metode . evaluasi penawaran penyedla barang/ peker_]aanv B

- konstruk31/ Jasa 1a1nnya dllakukan dengan

- 1) Sistem n11a1,

" 2) Penilaian biaya selama umur ekonom1s, atau O
.}{3) Hargaterendah o EETRNIE

1 . Metode evaluas1 s1stem ini dlgunakan untuk pengadaan bara_ng /A
- pekerjaan konstruksi/jasa la1nnya yang memperh1tungkan il

* penilaian tekms dan harga. -

'Metode Evalua51 Pen11a1an B1aya Selama Umur Ekonomls B -
© digunakan untuk pengadaan barang/ pekexjaan kontruk81/ jasa -
"'+ lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,

- biaya operasional, - bxaya pemehharaan, dan n11a1 81sa d alam: | o
‘ ”Jallgka waktu opera81 tertentu T e ,v e

d. Metode Evaluasi Harga 'I‘erendah dlgunakan untuk pengadaan TS
. barang/pekerjaan kontruks1/ jasa lainnya dalam' hal harga

~ menjadi dasar penetapan pemenang dlantara penawaran yang o
mcmcnuh1 persyaratan teknis. - e e . o L

18 Metode Penyampalan Dokumen Penawaran n

~+a. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam Pemlhhan - ;;
. penyedia Barang/pekerjaan konstruk31/Jasa lamnya dllakukanj e

o n..vdengan

1)1 (satu) file;

. 2) 2 (dua) file; atau_
. 3) 2 (dua) tahap

*b." Metode satu file d1gunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan R

: _;vl'konstrukm/]asa lalnnya yang menggunakan metode cvaluasr; )
. _harga terendah. : o o S PR

A;»:}-Metode dua ﬁle menggunakan pengadaan Barang /p ekel’_]aan

konstruksi/jasa lamnya yang memerlukan pemlalan tekms an

' ‘terlebih dahulu. o B G
. Metode dua tahap . dlgnnakan' : untuk Pengadaan"v EEEREE
}.-‘Barang/ pekexjaan kontruksu/ _]asa Lalnnya yang mem1hk1 [

" karakteristik sebagai berikut :- o -

1) Spesifikasi teknlsnya belum blsa d1tentukan dengan pastl

B Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan

- desain _penerapan teknologl yang berbeda

3) Dimungkinkan perubahan - spesxﬁkam tekms berdasarkan el

* Klarifikasi ‘penawaran teknis yang dlaJukan dan / atau
4) ‘Membutuhkan penyetaraan tekms B

o - fif‘19 vMetode Permhhan Penyedla Jasa Konsultan31

. a Metode pemlhhan PCnYedla Jasa konsultanSI terdm atas R
1) Seleks1, L ) e v - _

2) Pengadaa.n langsung,dan et T
3) Pcnun_;ukan langsung



B 21. ”:Metode Penyampalan Dokumen Penawaran pada pem111han penyed1a:f: T

. Sclek31 d11aksanakan untuk Jasa konsultan31 bem11a1 pallng’
o ‘;_sed1k1t diatas Rp- 100.000.000,00 (seratus juta rup1ah) e
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultans1 R
. yang bernilai sampai dengan palmg banya.k Rp 100 000 OOO 00» IR
. (seratus juta ruplah), o R
. :.Penunjukan Langsung dllaksanakan dalam keadaan tertentu, e
€. Kriteria Jasa Konsultan31 dalam keadaan tertentu meliputi: o ST
1) Jasa. konsultanm yang hanya dapat dllakukan oIeh 1 (satu) R
-~ pelaku usaha yang mampu; - - e
2) Jasa Konsultans1 yang hanya dllakukan oleh 1 (satu) R
. pemegang hak c1pta yang telah terdaftar atau p1hak ya.ngﬂ
. telah mendapat izin pemegang hak cipta; e
3 Jasa Konsultansi_ d1b1dang hukum mellputl konsultansr}; .
. hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang - tidak = .
dlrencanakan sebelumnya, ~untuk - menghadapl ‘gugatan -
“dan/atau pembelaannya harus segera dan tldak dapat' o o

o dltunda, atau

vv>"'5j“4):. Permintaan befulang (repeat order} untuk penyedla _]asa:'b-. i

konsultan31 yang sama.

X Dalam hal dilakukan Penun_]ukan Langsung untuk penyedla jasa o
konsultan31, dlbenkan batasan palmg banyak 2 (dua) ka.h o

1 .:- 20 Metode eva]ua31 penawaran penyedla _;asa konsultans1 ‘
" Metode evalua81 penawaran penyedla Jasa konsultan81 d11akukan

T dengan

'  1) Kuahtas da.n Blaya, T PR
2) Kuahtas, e L

© 8) PaguAnggaran; atau

- 4) Blaya Terendah

b, Metode evaluas1 kuahtas dan blaya dlgunakan untuk pekerjaan o
.. yang ruang lmgkup pekexjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu - .
FE pcnyclcsalan peker_]aan dapat dluralkan dengan pastl dalam IR
. 'Metode evaluas1 kuahtas dlgunakan untuk pekerjaan yang ruang R
-11ngkup peker_]aan ‘jenis tenaga .ahli, dan waktu penyelesaian LT
- pekerjaan tidak dapat d1ura1kan dengan pastl ‘dalam KAK atau’ .

- untuk pekerjaan penyedla jasa konsultanm perorangan R

'_Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang:‘ S
lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti
- dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

‘Metode  evaluasi ‘biaya ‘terendah hanya digunakan untuk - ! .
3 - pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktlk dan Standar IR
i pelaksanaan peker_]aannya sudah mapan. , .

fe Jasa konsultan31

.»a

‘Metode penyampalan dokumcn penawaran pada pemlllhan'v,:"
- penyedia - jasa -konsultansi melalui’ pengadaan langsung dan - -

penun_]ukan langsung menggunakan metode satu file; dan



(v

te

| b

Metode - penyampa1an dokumen penawaran pada pemlhhan
penyedia jasa konsultanm melalui seleksi menggunakan metode
dua file. :

22 Kuahfika31 :

» Aa.

b

Kualifikasi rnerupakan evaluas1 kompeten31, kemampuan usaha,
dan penumbuhan persyaratan sebagai penyedia; -

Kualifikasi  dilakukan ~ dengan pas"cakualiﬁkasi " atau
prakualifikasi; dan ' .

Pascakualifikasi dilakukan pada pelaksanaan pemlhhan sebagau o
berikut: ‘

1) Tender Pengadaan barang/pekerjaan konstruk31/ jasa

lamnya untuk pengadaan yang bersifat tldak kompleks atau
2) Seleksi jasa konsultansi perorangan.

Kuahﬁkam pada pascakualifikasi sebagaimana dlmaksud pada
huruf c dilakukan bersama dengan pelaksanaan evaluasi
penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

Prakualifikasi dilaksanakan pada- pelaksanaan pem111han
sebagal berikut:

1) Tender Pengandaan Barang/ peker_]aan konstruksi / jasa
-~ Lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;

' 2) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha;dan . ,
'3) Penunjukan Langsung pengadaan Bara_ng/ Pekerjaan

konstruksi/jasa konsultansi badan usaha/ jasa konsultan51
perorangan /jasa lalnnya :

Kuahﬁkas1 pada prakualifikasi sebagalmana dimaksud padav

huruf e dilakukan sebelum pemasukan penawaran - dengan
menggunakan metode ' o _

1) Sistem gugur untuk penyedla Barang/ pekeljaan |
kontruksi/jasa Lainnya; atau

2) Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedla
Jasa konsultansi. v

Hasil prakuahﬁkast menghasilkan:

1) Daftar peserta Tender Pengadaan Barang/ pekerjaan
konstruk51/ jasa Lainnya; atau

2) Daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansn

Dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam 31stem o
- informasi kinerja penyed;a, tidak dlperlukan pembukhan

kualifikasi.

' PokJa pemﬂlhan dllarang menambah persyaratan kuahﬁkam

yang diskriminatif dan tidak objektif.
Pengadaan Barang/jasa yang bersifat kompleks sebagaumana-

‘dimaksud pada huruf e angka 1) adalah Pengadaan

Barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang ‘mempunyai
risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan
secara teknis bagaimana cara memenuh1 kebutuhan dan tujuan
pengadaan Barang/ Jasa. .
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- 23. Jadwal pemlhhan untuk setlap tahap d1tetapkan berdasarkan =

- alokasi waktu yang - cukup bagi pokja pemilihan dan peserta
L pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. _

24. Dokumen pemilihan terdiri atas

a.
. b

Dokumen Kuahﬁkas1, dan - v o
Dokumen Tender/ Selek31/ Penunjukan ,Langsung Pengadaan
Langsung ‘

D. PELAKSANAAN PEN GADAAN BARANG / JASA MELALUI SWAKELOLA

1. Pelaksanaan Swakelola

" ’:a.

e

e

Pelaksanaan swakelola t1pe I d1lakukan dengan ketentuan o
sebagai bcnkut v

- 1) PA/KPA - dapat menggunakan pegawai Kementerxan/ =

' Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/ atau tenaga ahli;

2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (hma

puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa melalu1
penyedla, dllaksanakan sesuax ketcntuan dalam Peraturan -
Bupat1 ml : : : '

. Pelaksanaan swakelola t1pe II dllakukan dengan kctentuan -

sebagai berikut:

1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja ‘sama dengan
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lam pelaksanaan
swakelola; dan : :

2) PPK menandatangam kontrak dengan Ketua T1m Pelaksana
Swakelola sesuai dengan kesepakatan , kerja sama
sebagalmana dimaksud pada angka 1) .

Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak
PPK dengan pimpinan ormas.

Pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan: berdasarkan kontrak
PPK dengan pimpinan kelompok Masyarakat.

 Untuk pelaksanaan swakelola tipé' II, tipe III dan tipe IV, nilai

pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang dlperoleh melalui penyedia.

2. v}:Pembayaran Swakelola

'-Pembayaran swakelola d11akukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan '

3. Pengawasan dan Pertanggung]awaban swakelola

Ca.

b.

Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola
dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

‘Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada
- PPK dengan berita acara serah terima. '

Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Tlm Pengawas secara
berkala. :
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E PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI PENYEDIA
- Pelaksanaan pemilihan penyedla ' ‘

i'a.

' Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Selek31 mehputl
: 1) Pelaksanaan kualifikasi;

2) Pengumuman dan/atau undangan

- 3) ‘Pendaftaran dan pengembahan dokumen pemlhhan,
" 4) Pemberian penjelasan;

5) Penyampaxan dokumen penawaran;
6) Evaluasi dokumen penawaran;
7) Penetapan dan pengumuman pemenang, dan

- 8) Sanggah.

Selain ketentuan s’ebagalmana dlmaksud pada angka 1) untuk
pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan
tahapan sanggah banding; - :

~ Pelaksanaan pemlhhan sebagaimana dlmaksud pada angka (1)
untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan

negosiasi terhadap penawaran teknls dan biaya setelah masa
sanggah selesm, '

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan
sebagal berikut: o . :

1) Peserta telah terkuahﬁkasx dalam sistem mforma31 kinerja

penyedia;

'2) Peserta hanya memasukan penawaran harga,

o 3)':vaa1uas1 penawaran harga d11akukan melalui aphka81 dan

4} Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
~terendah. : :

Pelaksanaan E purchaszng wajib dilakukan untuk barang/ Jasa

~yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang dltetapkan oleh Menten Kepala Lcmbaga, atau

Bupati;

Pelaksanaan penunjukan langsung _ dllakukan dengan'
mengundang 1(satu) pelaku usaha yang d1p1hh dengan disertai

 negosiasi teknis maupun harga;

Pelaksanaan pengadaan langsung dllakukan sebagm berikut:

1) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk

pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan buktl»
pembellan atau ku1tansx, atau . -

- 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta

negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk
pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

Pemilihan dapat segera dilaksanakan sé:telah RUP diumumkan. - o
Untuk barang/jasa yang kontraknyai harus ditandatangani padav o

awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
1) Pcnetapan Pagu Anggaran K/L; atau

- 2) Persetujuan RKA Perangkat Dacrah sesuai dengan ketentuan |

- peraturan perundang-undangan



i

k.

a

: Pelaksanaah pemlhhan ‘sebagaimana dimaksud pada huruf i
‘dilakukan setelah- RUP dlumumkan terlebih - dahulu melalui

aplikasi SIRUP;

Penawaran ‘harga dapat dllakukan dengan metode penawaran

harga secara berulang {E—reverse Auction).

2. Tender/ Seleksi Gagal -

Prakualifikasi gagal dalam hal:

.~ 1) Setelah pemberian waktu perpanjangan, tldak ada peserta .

yang menyampalkan dokumen kualifikasi; atau

2) Jumlah peserta yang lulus prakuahﬁkam kurang dari 3 (tlga)
‘peserta. : v .

. ‘Tender/ seleksi gagal dalam hal

1) Terdapat kesalahan dalam proses evalua31, o

- 2) Tidak ada peserta yang menyampa1kan dokumen penawaran

setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

- 3) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
-~ 4) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
5) Seluruh peserta terlibat korup31, kolusi dan nepotisme (KKN),
6) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

7) Seluruh ~ penawaran harga Tender/Pengadaan
Barang/pekerjaan kontruksi/jasa Lainnya diatas HPS;

' 8) Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/ atau
- 9) KKN.melibatkan pokja pemlhhan /PPK.

. Prakualifikasi gagal dan Tender/ Seleksi gagal dmyatakan oleh
" pokja pemilihan; o

Tender/seleksi gagal sebagalmana dlmaksud pada huruf b
angka 9 dinyatakan oleh PA/ KPA;

. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal Pokja Pemlhhan segera

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :

1) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2

(dua) peserta, proses tender/ seleksi dilanjutkan; atau

| 2) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1

~ (satu) peserta, dilanjutkan-» dengan proses penunjukan
langsung. ’ . ,

Tindak lan_]ut dari Tender/ Seleks1 gagal Pok_}a Pem111han segera

= melakukan

1) evalua31 penawaran ulang,

2) penyampa1an penawaran ulang; atau

3) Tender/Seleksi ulang. .
Evaluasi penawaran ulang dllakukan dalam hal dlternukan‘

: kesalahan evaluasi penawaran; o

Penyampaian penawaran ulang dilakukan untuk Tender/ seleksi
gagal sebagalmana dlmaksud pada | vhuruf b angka 4 dan

. angka 8;
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- angka 6), angka 7) dan angka 9).

. krlterla o
) kebutuhan tldak dapat dltunda, dan T
SR 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleks1 .

3 Pelaksanaan Kontrak _
‘a. Pclaksanaan Kontrak terdm atas

:.:."‘;Tender/ Seleks1 ulang sebagalmana dlmaksud pada huruf f R
" angka 3), dilakukan untuk Tender/ Selek31 gagal sebagalmana SR
~dimaksud pada huruf b angka 2), : angka 3) angka 5),; IR

Dalam hal Tender/ Seleksi- ulang gagal Pokja Pemlhhan dengan -
v.-fpersetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan IR

G 1) Penetapan - Surat Penun_]ukan Penyedié’ i Barang/Jasa

o loseeBY);

L 2) Penandatanganan Kontrak

b 3) Pemberian uang muka, S o

. _4) R Pembayaran presta81 pcker_]aan,

.+ 5) Perubahan Kontrak; S

6) »Penyesualan harga, S e Do

N 7)) Penghentlan Kontrak atau Berakhlrnya Kontrak
8 ’Pemutusan Kontrak; S PR
o | 9 vSerah Terima Hasﬂ Pekerjaan, dan/ atau o
- 10) Penanganan Keadaan Kahar,” . = |

L ‘anggaran belan_]a yang tersedla untuk keglatan yang d1b1aya1’ o
. _APBN/APBD. e L .
o 4 Pembayaran Prestam Peker_]aan

. ‘dan denda.’

. PPK _ dilarang - mengadakan : 1katan per_;an_uan Catau
,menandatangam Kontrak dengan Penyedla, ,da.Iam hal belum e
- tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran IR
~ belanja yang = dapat mengaklbatkan dllampaumya ‘batas

a. Pembayaran prestasi pekerjaan - diberikan kepada Penyed1a"" IR
- setelah dlkurangx angsuran pengembahan uang muka reten31 R

b. Retensi ‘sebesar 5% (llma persen) dlgunakan sebaga1 Jamman S

 Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemehharaan, o

~ Jasa La.mnya yang membutuhkan masa pemehharaan

S c ‘Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada‘ o
. subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti =

i - pekerjaannya. R : v , »
- id. Pembayaran presta81 pekeljaan dapat dlberlkan dalam bentuk
1) pembayaran bulanan; - -

L) pembayaran kepada subkontraktor sesua1 dengan reahsam S

o 2) pembayaran bcrdasarkan tahapan pcnyclesalan Pekcf]aan / L

S termin; atau .. , »
o . ,3) pernbayaran secara sekahgus : v}setelah "penyeleseuan e
- pekerjaan. S e S : .

| pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/ jasa . diterima,

":Pembayaran dapat dllakukan sebclum prestaSI peker_;aan untuk .
. Pengadaan Barang/Jasa yang - karena - sifatnya dilakukan =

o setelah Penyedla menyampa1kan _]arnman atas pembayaran yang o
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. - Kontrak. -

r:'.undangan
5 Perubahan Kontrak

2 mehput1 a

R 1) ;.menambah atau mengurangl volume yang tercantum dalamf R

SN Kontrak; - . ,
2) menambah dan/ atau mengurangl _]CI‘llS keglatan

.~ lapangan; dan/atau- - . .
o 4) x mengubah jadwal pelaksanaan

o o ‘persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal
6 KeadaanKahar o : S L

© dihentikan. -

- melakukan perubahan kontrak.

c. Perpanjangan waktu  untuk penyelesalan Kontrak dlsebabkan .

- keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

Kontrak. -
7 Penyelesauan Kontrak

o o “a. Dalam hal Penyedla gagal menyelesmkan pekezjaan sampaJ

Vo kesempatan Penyedla untuk menyelesalkan pekerjaan..

b Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk - menyelesalkani L

pekerjaan; dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

absﬁ‘f‘denda ‘keterlambatan kepada Penyedla, dan pcrpanjangan,::_'
- Jaminan Pelaksanaan. - : o ’ |

- pekerj aan, dapat melampaul Tahun Anggaran

8 : Serah Terlma Hasﬂ Pekex]aan Lo

barang/_]asa ERE

f '.‘Pembayaran dapat dllakukan untuk peralatan dan/ atau bahan
.~ yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan
L yang berada di lokaS1 pekerjaan dan- telah dlcantumkan da]am B

v.'f"Ketentuan mengcnal pembayaran sebelurn prestas1 pekerjaan T
- dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

a Dalam hal terdapat perbedaan antara kondlsl lapangan pada ERIR
. ‘saat pelaksanaan dengan garnbar dan/atau - spesifikasi =~
jteknls/KAK ‘yang ditentukan - dalam dokumen Kontrak, PPK - =~ .
' bersama Penyedia- dapat melakukan perubahan kontrak yang e

3) mengubah spes1ﬁka31 tekms ,j sesua_; denganb konchsl S

. : 'Dalam hal perubahan kontrak mengaklbatkan penambahan mla1 8 o
- kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan- ketentuan
,penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi - 10% (Sepuluh::.- PRSIt

. Dalam hal tcfjadl keadaan kahar, peIaksanaan Kontrak dapatj:':‘ T

. Dalam hal pelaksana dan Kontrak dllanjutkan, para plhak dapat_' SR

1. Tindak lanJut setelah terJadmya keadaa.n kahar d1atur dalam“. o

7= masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa "l‘; o
Penyedia mampu menyelesalkan pekerjaan, PPK- memberlkan_ﬂ'** L

. mengatur  waktu. penyelesalan pekerjaan, pengenaan -sanksi.

' . 'Pemberian kesempatan kepada Penyedla untuk menyelesalkanf : N

Sctelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan - -
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedla mengajukan Sl
perrmntaan secara tertuhs kepada PPK untuk serah tenma R
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- 9 Pcnyerahan Barang dan j Jjasa

- a.
b.

C.

-b. PPK melakukan pernei'iksaan" terha&ap Barang/ jasa yang

~diserahkan.
PPK dan Penyedia menandatangam Benta Acara Serah Tenma

PPK menyerahkan barang/ jasa kepada PA/ KPA.

PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemenksaan

administratif terhadap barang/jasa yang akan dlserahtenmakan
Hasil pemenksaan dituangkan dalam Berita Acara.

F. PENGADAAN KHUSUS -

1. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan

-

Darurat

a. Penanganan - keadaan f- darurat ‘: dﬂakukan untuk

keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara

- Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri

yvang pelaksanaannya txdak dapat ditunda dan harus dilakukan
segera. . _ .

Keadaan darurat meliputl

1) bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; - ,

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik;

4) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri,
dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang

~ memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan
ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

5) pemberian bantuan kcmanu31aan kepada negara lain yang

~ terkena bencana.

Penetapan keadaan darurat dllakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan

. Keadaan darurat meliputi siaga démrat tanggap darurat dan

transisi darurat ke pemulihan.

Untuk penanganan keadaan darurat PPK menunjuk Penyedxa}
terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

.. sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan

memenuhi  kualifikasi untuk = melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis. - ‘ .
Penanganan keadaan darurat dapat dllakukan dengan

- penggunaan . konstruksi permanen, dalam hal penyerahan

pekexjaan permanen ma81h dalam kurun Waktu keadaan
darurat. : .

Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa dlata81 dengan
konstruksi permanen, penyelesalan pekeqaan dapat melewatl

© masa keadaan darurat.

2 Penehtlan

‘a. Penelitian dllakukan oleh:

1) PA/ KPA pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
~ sebagai penyelenggara penehtlan, dan .

- 2) pelaksana penelitian.



b, Penyelenggara penehuan mem111k1 kewena.ngan ”

" arah pengembangan penehtla.n nasional;

" nasional; dan ; v
i 3). melakukan penJamman mutu pelaksanaan pene11t1an

e Pelaksana penehtlan mehputl

- Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, ’
'2) . Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

i 3)],,Perguruan Tinggi; -

- 4)  Ormas; dan/atau -~ - L

' 5) Badan Usaha.

= . atau penugasan. . , |
| '";;'*Kompetml dllaksanakan melalu1 seleks1 proposal penehtlan

penelitian yang bersifat khusus. e

1) mcnetapkan rencana strategls penehtlan yang mengacu pada - " o

. ‘_2) menctapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada L
:. rencana strategis- penelitian - dan/atau untuk mendukung =~ .
_perumusan - dan penyusunan kebl_]akan ’ pembangunan PR

:.,1) : ‘Ind1v1du/ kumpulan 1nd1v1du mchput1 Pegawa1 Aparatur Slplli,f‘" Coei

d Pelaksana penehtlan d1tetapkan berdasarkan has11 kompetlsr‘ty . B

i Penugasan d1tetapkan oleh penyelenggara penehtlan untuk :

oy t.'{'_Penehtlan dapat menggunakan anggaran belanja da.n/atau'i B o

penyelenggara peneh’uan

:"”"'bbertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak pene11t1an L

- ketentuan dalam kontrak penelitian. ©= - -

| teknOlOgl, dan pendldlkan tmggl

: 1

{

’ fasilitas yang berasal dan 1 (satu) atau leblh dar1 1 (satu)

g :J.‘._.-Penehtlan dapat dilakukan dengan kontrak penehtlan selama 1
. (satu) Tahun ‘Anggaran atau melebihi- 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pembayaran pelaksanaan penelltlan dapat dilakukan secara : L
"*'Pembayaran dllakukan bcrdasarkan produk keluaran sesua1 S
3 Ketentuan leblh lanjut - mengenal penehtlan ‘ menglkutx.‘v S

i o+ pengaturan yang diterbitkan - oleh  menteri ~yang
menyelenggarakan urusan pemenntahan d1 bldang Criset,

G “USAHA KECIL PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN f

BERKELANJUTAN : ; S
i 1 Peran Serta Usaha Kecﬂ ‘ v' | : : o
| ‘a. Usaha kecil terdm atas Usaha Mlkro dan Usaha Kecﬂ _ L
b Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran"
- serta usaha kecil. " - :

5 ‘:ff c Pemaketan dllakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya e .

5 kemampuan teknis. -

- ¢ paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
i persaingan usaha yang sehat kcsatuan 31stcm, dan kuahtasj

:;:".:Nllal : paket Pengadaan . Barang/Peker_]aan KonstrukSI/Jasail R
. Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima . -

. ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha - G T

R kemampuan tekms yang t1dak dapat d1penuh1 oleh usaha kecﬂ

kecil, kecuali untuk paket pekerjaan - yang = menuntut



e

' e. LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Perrieriritah Daerah

memper!uas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan
barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

~ Penyedia USah:ii non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat
- melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk

kemitraan, subl;ontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika
ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang
bersangkutan. o o ‘ '

2. fPenggunaan Produk Davlé;mvNég'eri

a‘

3. Preferensi Harga R | |
' Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri

©oa.
. pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib mehggunal@
produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan
perekayasaan nasional. S ‘ ‘ ' '

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika
tgrdapat peserta yang menawarkan -barang/jasa dengan nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh
persen). j : ) - R v
Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -~ . : , ) ‘
Ketentuan sebagaimana,dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c)

- dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen
" Pemilihan. ' o ’ : .

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

1) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
atau - o " v

2) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan. = L - o

LKPP dan/atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam

katalog elektronik. - ' : ‘-

diterima. - . , y |
Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang bernilai paling sedikit diatas Rpl1.000.000.000,00 (satu.

miliar rupiah). ’

" Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki

TKDN paling rendah 25% (dua puluh Iima persen). .
Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
puluh lima persen). 2 o o
ensi j truksi yang dikerjakan
Preferensi harga untuk Pekerjaan }(ong. . ‘
oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujub koma lga |
persen) di atas harga penawaran terendah dari badan u§ a
asing. - T ‘ '
Preferensi harga diperhitun
penawaran yang telah memenu
teknis. o

| (dua

gkan dalam - evaluasi harga
hi persyaratan administrasl dan



..~ Evaluasi Akhir (HEA). - v S
?‘_f h. "HEA dihitung dengan rumus HEA = ( 1 KP) x HP dengan R
~ KP = TKDN x preferensi tert1ngg1 o KR o

. KP adalah Koefisien Preferensi =~ = - o
;- HP adalah Harga Penawaran setelah koreks1 arltmatlk

L ditetapkan sebagai pemenang
4 Pengadaan Berkelanjutan

L aspek berkelanjutan

o :':»,'vjf*_,:ﬁ;"'“Aspek berkelanjutan sebagaxmana dlmaksud pada huruf a terd1r1" ‘
» *1)‘} 'aspek ekonom1 mellputl blaya produk31 barang/ jasavf o
P ‘sepanjang usia barang/jasa tersebut; ' o
' 2) aspek sosial ‘meliputi pemberdayaan usaha kecﬂ _]amman"

-1 lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan |
. 3) aspek Ilngkunga.n hidup meliputi pengurangan dampak

o dengan kctentuan peraturan perundangwundangan '
Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

=~ Pengadaan Barang/Jasa, i

g Penetapan pemcnang berdasarkan urutan harga terendah Hasﬂ'l‘ R

, - Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA: .
- terendah yang sama, penawar. dengan TKDN leblh besar,_ R

‘a. Pengadaan Barang/Jasa d11aksanakan dengan memperhatlkan ' |

 kondisi kerja yang adil, -pemberdayaan komumtas/usaha”

. negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, S
. kualitas air, dan: menggunakan sumber daya alarn sesualju S

3 1) PA/KPA dalam merencanakan dan  . menganggarkan L

Y 2) PPK dalam menyusun speSlﬁka81 tekms/ KAK dan rancangan L

. . kontrak dalam ‘Pengadaan Barang/ Jasa; dan

3 | :'113)"*,'Pok_]a Penuhhan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam B R

menyusun Dokurnen Pemlhhan

H PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK

1 Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronlk . o
a Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dllakukan secara’

" pendukung.

b LKPP mengembangkan SPSE dan 51stem pendukung .

o c"".v».,}vWabe menggunakan SPSE untuk semua pengadaan Iangsung, .
. pemilihan langsung - maupun penunjukan  langsung dan’

. elektronik menggunakan sistem . informasi . yang terdiri atas )
Sistem Pcngadaan Secara Elektromk (SPSE) dan sxstem‘_ e

B menggunakan aplikasi- SPSE versi 4.3 pada pilihan layanan non. - e

T tender dan layanan non tender dan layanan non transakswnal -
| 2 E—marketplace S . R

' ~a. Pengadaan Barang/Jasa o secara elektronik» '}."’den'g&n R

; memanfaatkan E—marketplace

b%.vf;'E-marketplace ' Pengadaan _.: Barang/Jasa L hienyédiakari

© ' infrastruktur tekms dan layanan dukungan ‘transaksi - bagi
co E'Kementerlan/ Lembaga/ Pemcrmtah Daerah ~dan Penyedia
. . berupa:. : EITAR N o .
RO 1) Katalog Elektronlk



:.v 2)TOkoDa rlng, ‘ dan RN
. 3) Pemlhhan Penyedxa -“_ - s , SR |
. LKPP - mempunyai kewenangan , untuk N mengembangkan o

.; ._ ? E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa.

UKPBJ dan/ atau Pelaku Usaha.-

dan menetapkan peta jalan - pengembangan E—marketplace o
- Pengadaan Barang/Jasa R S :

3 Ruang lingkup SPSE LT e s T
| a‘ Ruang hngkup SPSE terdm atas f‘

) Perencanaan Pengadaan’ R
Persmpan Penga_daan o L
" Pemilihan Penyedla, S

‘VPelaksanaan Kontrak

' ~Serah Terima Pekeljaan,

6) Pengelolaan Penyedla dan
G 7) KatalogEIektromk T P .
" 'b. SPSE  memiliki 1nterkonek31 "dérvlgan’ : 31stem " informasi

S - sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE
_C:.:":’:'j'Slstem pendukung SPSE mehputl RS

~~. 1) Portal Pengadaan Nasional; = o R
.~ _2) Pengelolaan Sumber Daya Manus1a Pengadaan Barang/Jasa .
'i'-'3) Pengelolaan advoka31 dan penyclcsalan permasalahan,
. hukum; B TR
“", 4) Pengelolaan peran serta masyarakat e
‘. 5) Pengelolaan sumber daya pembela_;aran dan R
.. . 6). Monitoring dan Evaluam e
4 Katalog elektronlk ' '

a;'.
-+ katalog elektromk sektoral dan katalog elektronik lokal. .

' atau LKPP.

memblna mengCIOIa, dan - mengawas1 penyelenggaraan"f L

‘d. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace . .
‘Pengadaan  Barang/Jasa, LKPP dapat beker_]a sama. dengan Sl

: Dalam rangka pengcmbangan E—marketplace LKPP menyusun S L

- perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan SR

: Katalog eIektromk dapat berupa katalog elektromk nas1ona1

b. Katalog elektronik - sebagalmana dimaksud pada huruf a)'f L
- memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, = . . =

“produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara ..~
:,fjfasal harga, Penyedla, dan 1nformas1 Iamnya terkait barang/jasa. .

' Pemilihan produk yang dlcantumkan dalam katalog elektronlkji o
dil aksanakan oleh Kementerlan/ Lembaga/ Pemerlntah Daerah FRENT R

- d. Pemilihan produk katalog elektromk dﬂakukan dengan metode )

© 1) Tender; atau

Sl 2) Neg031a31 o . o RS RSN -
| ;»,;i e ~Ketentuan Ieblh lanjut mengena.l pengelolaan katalog elektromk"'

s diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga S S :
5 Layanan Pcngadaan Secara Elektromk o

a. Kementenan/ Lembaga/ Pemermtah Daerah menyelenggarakan e

. . fung31 layanan pengadaan secara elektromk
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 b. Fungsi layanan pqngadaain secara elektronik meliputi:
1) pengelolaan  seluruh  sistem informasi Pengadaan
 Barang/Jasa dan infrastruktumya; _ \ R
2} - pelaksanaan registrasi dan '\_ze_riﬁkaSi pengguna seluruh
sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan - ‘
- 3) pengembangan sistem ‘informasi yang dibutuhkan oleh .
| - pemangku kepentingan. T : . .
~ _ c. LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan
informasi SPSE dan sistem pendukung. |
~ «d.LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan
- pengadaan secara elektronik. » o »
~ e. Ketentuan lebih lanjut me}ng'ena‘j fungsi layanan - pengédaan 8
secara elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

6. Semua penyedia baik Tender, Pengadaan Langsung maupun
Penunjukan Langsung menggunakan SPSE versi 4.3 pada pilihan
~ Non Tender dan layanan Non Transaksional. ‘

7. Sesuai Pasal 61 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dikecualikan dari
ketentuan Peraturan Bupati ini adalah : .

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layahan ’umum; -

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif
yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; :

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktek bisnis yang sudah mapan; dan = : .

- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan- ketentuan

~ peraturan perundang-undangan lainnya. : : '

I. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
a. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1) Pengelola  Pengadaan Barang/Jasa di  lingkungan
.~ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; /
o _  Sipi i Indonesia
- Aparatur Sipil Negara/Tentara vNa:sm‘nal. .
R 2 Kgpolisian? Negara Republik Indonesia di lingkungan
" Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan/atau ' o -
3) personel selain yang dimaksud pada angka 1) dan angka 2).-

b. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jaia Sgbargnaézg?l?i
’ dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka )_;
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. . an,a
'Sumber Daya Manusia Pengadaan Bargng/Jaja sebagaim
dimaksud pada huruf a berkedudukan di UKPI:% . -
d j Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjagn at?;; ;g:dzglgl
. kendali organisasi, Sumbex; Daya I\fianu}slnamf s
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada b ;IIP/PPHP Jons
. bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, ‘P_] v PPL v
berkedudukan di luar UKPBJ. ,




el

2. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa - |

e

T pada Kementenan /Lembaga/ Pemerlntah Daerah. -

o fungs1 o S

1) pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa v

o 2) pengelolaan Iayanan pengadaan secara elektromk , o

Z",:S) ‘pembinaan Sumber Daya Manu31a dan | Kelembagaanf;
o Pengadaan Barang/Jasa, ’ : . =

- bimbingan teknls dan

- lembaga/Bupati. -

a. Menteri/ kepala lembaga/ Bupati membentuk UKPBJ memlhkl:- a {':
“tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/ Jasa'fb_‘.f R

. Dalam - rangka Pelaksanaan tugas UKPBJ UKPBJ memlhklf

4 pelaksanaan pendampmgan, o konsultasi, dan/ atau co o

- f ",:S)j_fpelaksanaan tugas la.m yang dlberlkan oleh mentcrl/ kepala,'h‘”*»ﬁ L

c :.UKPBJ berbentuk struktural dan dltetapkan sesuau denganﬂ

o ketentuan peraturan perundang-undangan

|  : ) d1laksanakan oIeh un1t kex]a terplsah

J PENGENDALIAN DAN PELAPORAN ,fj SN

| 1 Pengendahan
' terhadap kelancaran dan hasil keglata.n

- teknis.

dengan ]adwal keglatan yang telah dltentukan B

, Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk ) )
~ sebagaimana dimaksud - pada huruf b angka 2), : dap‘at‘ L

a. Dalam rangka pembmaan d1 lapangan, Pengguna Anggaran - o
- Pejabat Pembuat = Komitmen dan PP’I‘K bertanggung Jawab: R

v‘.:‘Pe_]abat Pembuat Komitmen dan PPTK. mengadakan blmbmgan' . ”
B ,terhadap kelancaran keglatan bauk admlnlstras1 maupun seg1b' ST

.}',-‘;ﬁMomtormg dan cvalua31 pelaksanaan keg1atan dlsesuaJkan'

d. Jika terdapat ‘hambatan dalam pelaksanaan keglatan, makab“’_v
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dalam

k menyampalkan laporan bulanan harus menguraikan masalah—
- masalah yang t1mbu1 hal tersebut sebagal bahan Rakor POK.

e Dalam rangka pcmbmaan dan pengendalian pelaksanaan APBD

- . Bupati Up. Tim Pembina, Pengendah dan Koordinasi- Keglatan,f .
~ .. APBD ' melaksanakan pembinaan dan pengendahan yang -

R  ‘ Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Tupoksinya. -

Atas dasar laporan ‘bulanan dari Pengguna Anggaran kepada -

 pengendali dapat menglkutl keg1atan secara menyeluruh

g. Jika timbul ket1daksesua1an antara rencana ‘dan pelaksanaan -

- koordinasi Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi Keglatan;v_ =
- APBD dan hasxlnya d11aporkan kepada Bupatl ' v

RIS mlmmal/ sekurang—kurangnya setlap 8 (tlga) bulan sekali.

" dikoordinir oleh - Bagian ' Administrasi Pembangunan Setda ) C
o - Bupati cq. ‘Bagian Administrasi - Pembangunan selaku )

__VT1m Pembina = APBD . up. - Kepala Baglan “ Administrasi |
o Pembangunan selaku pengendah menginventarisir atas dasar -
laporan- yang masuk untuk diadakan pemecahannya melatui =~ -

| .:"__,Pelaksanaan  Rakor . POK  Terpadu - d1selenggarakang"-lr'_'_'."’f -



Cle

1)

.’: T1m \ Pemblna dapat melaksanakan kcglatannya mclalulf'v P
- pemantauan, momtormg, evaluas1 dan tm_]auan Iapangan sesualg;,_j s T
- jadwal yang dltentukan SR e o o

) ';’ Maksud dan 'I‘ujuan Rakor POK

Mengendahkan . S pelaksanaan keglatan }'. | bvtahu‘n:’v L

anggaran 2019 yang ada d vv11ayah Kabupaten*r’w
-~ Karanganyar. = - R

Inventarisasi - permasalahan pembangunan - secara" IR

o menyeluruh yang timbul dan pemecahan masalahnya L e
‘Peningkatan - pengawasan pelaksanaan keglatan dalam RAC

- rangka mencapai : o T o

~ a) Tepat waktu;

'b) Tepat mutu;

" ¢} Tepat administrasi; -

- d) Tepat sasaran dan tepat manfaat

vﬁ f‘l ¥ k Penya_]lan laporan dalam Rakor POK

1)

Pada Waktu Rakor POK Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen / PPTK diminta untuk . mengadakan, SN
, -paparan pelaksanaan keglatan yang menjadl tanggung SRS R
R ”Jawabnya bila d1perlukan I o s
Sl a) Kemajuan fisik - maupun keuangan sampa1 dengan bulan o

Maten paparan antara lain mehputl

- laporan;

- b) ) V1suahsasx laporan da]am bentuk sarang Iaba-laba - e
Q- Menyampa.tka.n masalah yang timbul/ditermui - dalam::-'f:' L
 pelaksanaan kegiatan, langkah yang telah d1tcrnpuh dan '

- upaya penyeleseuan lebih lanjut; -

d) Langkah/upaya penyelesalan menjadl pedoman bagl
.- kegiatan lam yang mempunyal permasalahan yang ol

o 'sarna, dan -

e) Jika dlpandang perlu, terhadap hasﬂ Rakor POK”

tersebut dapat d1t1ndak1an_|ut1 penlnjauan lapangan

2 PeIaporan

La. Pengguna Anggaran menyusun dan menyampa1kan laporan' KT
~bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya,
" mengenai perkembangan dan kema_]uan fisik/keuangan -~
- kegiatan/pekerjaan yang dlkelolanya kepada - Bupati melalui -
 Bagian Administrasi Pernbangunan Sekretarlat Daerah dengan_ o

,j ]jtembusan kepada D v : o

‘1) Inspektorat - .
~2) Badan Perencanaan dan thbang

o 3) Badan Keuangan Daerah.

: :.‘:;fBaglan AdmlmstraSI Pembangunan sesua1 dengan fungsmya"} U
- mengolah laporan tersebut sebagai bahan pcngendahan dan' S
.f.evalua31 pelaksanaan keglatan/ peker_]aan T :

. ;Bag1an Administrasi Pembangunan Setda menylapkan laporan*”?':f"';’:??
 bulanan dari Bupati _kepada Gubernur selambat-lambatnya o

tanggal 10 pada bulan benkutnya apabﬂa d1per1ukan N EETE



B T A,

K PENYERAHAN HASIL KEGIATAN / PEKERJAAN

1 ' Pada tanggal penyerahan “hasil pekerjaan sesua.l dengan LT
__,perjanjlan/kontrak peker_laan "~ dengan ketentuan : selambat-’, REE
| lambatnya tanggal 31 Desember (tutup tahun anggaran) “semua’ .
' kegiatan harus sudah selesa1 100%(seratus perseratus) balk fi51k
»,maupun keuangannya ' ' . : L

2 Penyerahan pelaksanaan keglatan dlatur sebaga1 benkut

| , a PPK rnenyerahkan hasﬂ pekeljaan kepada PA , T .
- ?”;b‘ PA menyerahkan aset hasil keglatan kepada Bupau dengan‘v S
_©  Berita Acara Penyerahan dengan tembusan : - S

i 1) Inspektur - %

o 2) Kepala Badan Keuangan Daerah

R ‘Atas dasar Berita Acara Penyerahan dar1 Pengguna Anggaran.'._"‘:
| kepada Bupati, Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan
- tugas pokok dan fung31 membuat Berita - Acara penyerahan
' aset tersebut dari® Bupati kepada Perangkat Daerah pengguna'x EERE
untuk dlmanfaatkan dan dlpellhara dengan ba1k ' Ll

3 3 :' Penyerahan aset hasﬂ keglatan tersebut dlatur sebaga1 benkut

} a. Penyerahan ‘aset hasil keglatan tersebut dapat dlserahkan ) o
. secara kumulatlf Jems keglatan pada Perangkat Daerah. ’

_fb ‘Dalam pcnyerahan aset hasil kegiatan agar berpedoman pada o
e " Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang S
Pengelolaan Barang M111k Negara/Daerah R , Ll
e ""_Segala b1aya yang" timbul = akibat - penyelesa1an admlnlstras1 ST
- penyerahan aset hasil kegiatan d1bebankan pada anggaran e
R keglatan yang bersangkutan SR : '

L PEMANFAATAN SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL

1 Slsa Anggaran Kontraktual adalah n11a1 SCIISlh antara alokasifz . R
__}1;; anggaran keluaran (output) yang tercantum dalam DPA dengan nilai o

- kontrak pengadaan barang/ jasa untuk menghasﬂkan keluaranf o
SUR iv.:?-(output) sesuai dengan Volume keluaran (output) yang d1tetapkan“ o

2 Slsa Anggaran Kontraktual dapat dlmanfaatkan dengan syarat

' ‘'a. Seluruh target Volume keluaran (output) yang tercantum dalam‘ S
"j-f::':DPA telah terpenuhl, e o o R
b ‘Penambahan keluaran (output) untuk mendukung optlmahsas1 L

- dari target (keluaran) yang telah ditetapkan; Tl

v c 'Pemanfaatan anggaran atau penambahan n11a1 kontrak tldakﬂf' o
‘melebihi O% (scpuluh persen) dan n11a1 kontrak apabllai_v»-}_ R

SRR - tersedia cukup anggaran di dalam DPA. : : o

.j‘v'v’S;E,",‘vPemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dllaksanakan dalam R
! tahun anggaran beljalan SR - o

‘:{ f{li Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual d1lakukan dengan
b.mckamsme sebagaJ. berlkut e v



o  tentang rencana pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual.

kepada Bupati Karanganyar melalui Sekretaris Daerah selaku
© Tim Pembina - Pengendah dan Koordma81 APBD denganf

e pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual

,:v-'"x‘,‘PeJabat Pembuat Komlt.men (PPK) mengaJukan permohonan o
o tertulis kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran‘ o

:.Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melapofkanﬁ

| "".:‘tembusan Badan Keuangan Daerah (BKD) mengena1 rencana o
Surat permohonan tertulls sebagalmana dlmaksud huruf a o

v ‘ :chkomendas1 T1m 'I‘ekms yang ber1s1 penjelasan atau _]ustxﬁkasa L
- teknis atas rencana penambahan volume keluaran (output) dari-

pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual berikut target waktu SR -

' penyelesalan dan pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual

L b ~ ‘Surat Pernyataan dari Penyedla Jasa yang bens1 kesanggupanbv__

.~ Kontraktual

- 'penambahan vqume keluaran (output)

“ 6 Apablla pemanfaatan Slsa Anggaran Kontraktual dlSCtLljl.ll, maka

(Kontrak).

i Kontraktual dllaksanakan sesua.l mekamsme yang berlaku
M PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN | |

'penyelesalan peker_]aan atas pemanfaatan Slsa Anggaran L

. Revisi desam dan rencana anggaran blaya (RAB) a‘ta‘s“ij o

¢ harus ‘segera dllakukan perubahan (Adendum) Surat Per]an_]lan’ ‘v:’lzf

‘Pcmbayaran presta81 pekexjaan atas pemanfaatan Slsa Anggaran : -

’ 1 Pembayaran prestas1 pekeljaan dllakukan oleh Pe_]abat Pembuat:’:v"i' B
' Komltmen , (PPK) berdasarkan hasﬂ pemerlksaan/ perhltungan i

bersama yang dilakukan antara Penyed1a dan PPK.

- toleran81 teknis tersebut dalam satu kurun waktu kontrak.

tblerans1 tekms kuahtas dan dltuangkan dalam Benta Acara
Pembayaran e e
4' {;‘Hasxl pemerlksaan/ pcrh1tungan akhlr pres_taSi T "pekerjaan

penaglhan pembayaran akhlr kepada Penyedla L

2 Apablla dari  hasil - pemenksaan presta81 pekerjaan terdapat
- - ketidaksesuaian kuantitas (volume) maupun kuahtas (spe81fikas1) L
‘dengan kontrak awal, PPK- merekomenda31kan untuk memenuhi
kekurangan volume peker_]aan “dan/ atau mem perbalkl‘» S
vketldaksesualan spcs1ﬁkas1 sampa1 dengan terpenuhmya batas P

;.:_ Apablla kurun Waktu kontrak " telah berakhlr, maka pembayaran:: . -
 prestasi pekerjaan langsung diperhitungkan dengan kekurangan
- volume maupun kesamaan spes1ﬁka81 sepanjang. memenuh1 batas =

'dltuangkan ~ dalam  Surat Perjan_uan - (Kontrak) Adendum S
Akhir/ Penutup (Flnal Contract). Perhltungan dllaksanakan untuk" - B
svenap item pekexjaan yang selanjutnya: dlgunakan sebagax dasar )
untuk menetapkan kemajuan hasil pekerjaan akhlr serta dasar i



T s T e e BABVI R | |
PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A UMUM

Penyelenggaraan Hlbah dan Bantuan Sosxal mendasarkan S

o i:“f";‘padaketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 - , _
©~ Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Daerah .
L - tersebut mengamanatkan agar Bupat1 mengatur mengena.l o S

':' .-’-':"1.?’.batasan hibah terkait, besaran dan penggunaan dana hlbah serta*b'. R

SR _]umlah dan jenis Barang yang dapat dihibahkan.
U 2 ketentuan tekms penyaluran / penyerahan h1bah

’.v_,v‘3'.}.Pelaporan dan pertanggung]awaban H1bah serta kelengkp"ian
IR ;.f{,dokumen hibah; dan - e o R D

4 tata cara usulan Bantuan Sos1a1 dan Kepala Perangkat Daerahfi o

" kepada Bupati.

- , iSehubungan dengan hal tersebut maka untuk pedoman dalam': . :,v.,-:-. SO
~ . pelaksanaan H1bah dan Bantuan 8031al perlu dlatur dalam- Pedoman_f
:‘"gz",pelaksanaan ini. G v :

B HIBAH o
- 1 Batasan Hlbah

"a Kepala Perangkat Daerah menentukan krltena Penenma H1bah"‘.: R

SN yang didasarkan pada pertlmbangan obyektlf dan tekms o
S Yang dlmaksud pertlmbangan obyektlf adalah |

. 1) Pcrsyaratan umum penerlma h1bah berdasarkan peraturan”_*‘”’ )

perundang-undangan dan

g ) Alokam dan kernampuan Keuangan Daerah

o i’::'c_'..f Yang dlmaksud pertlmbangan tckms adalah

o j,-‘_l_) L Persyaratan teknis penerlma hlbah berdasarkan knterla.':;'fi '

~ Daerah; dan

kond131 d1 Daerah

. :'_ 1)}_ Cakupan layanan hlbah selama 1n1
5 2) _Kemampuan Keuangan Daerah o
3) chutuhan konstekstual masyarakat dan

- 4) . Pertlmbangan lamnya

~ sesuai bldang yang dltentukan oleh Kepala Perangkat
: 2) Urgcns1 dan kebutuhan lokal terka1t ha]-hal tekms sesual'.j -

Kepala Perangkat Daerah menetapkan v aloka31 bataSan .
 besaran/nominal Jumlah ‘dana, alokasi Penggunaan dana S
Jumlah dan jenis Barang/Jasa, dengan memperhaukan L

. Pengaturan sebagaimana d1maksud pada humf a, sampai

* . dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat = - -
"’ Daerah- - tentang - Petunjuk Teknis - Penyaluran Hibah d1 R

’;f__ , Ilngkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan S



T

2 Ketentuan Teknls Penyaluran dan Penyerahan H1bah ; |
T . .'Pemohon Hlbah mengajukan permohonan Hlbah kepada Bupat1 o
-"i»’melalux Kepala Perangkat Daerah pada Tahun 1; L S
Kepala Perangkat Daerah ‘melakukan rekap1tu1a31 danv- o e
5 ‘v_1nventansas1 untuk mengajukan rekomendasu kepada TAPD; - o
TAPD membenkan Pertlmbangan terhadap rekornendas1 Kepa.la‘ o LN
: Perangkat Daerah untuk dlsampa_lkan kepada Bupati; ‘ o

‘Berdasarkan persetUJuan Bupat1 terhadap Pertlmbangan TAPD ' Ce
_ disampaikan Daftar Penerima Hibah untuk perhltungan‘-;"; o

KUA/ PPAS APBD Tahun Anggaran yang ‘akan datang (T)

- ’Setelah APBD dlundangkan, Kepala Perangkat Daerah;
o menyampmkan kepada Pemohon yang dlSCtU._]l.ll masuk dalam R
2 PenJabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan T
| . Pemohon melengkap1 persyaratan ‘sesuai PetunJuk Tekms" BERREES
Kepala Perangkat Daerah; : e A SN
g Y-AKepala Perangkat Daerah mengajukan penetapan Keputusan
o .Bupatl terhadap daftar penerlma h1bah yang telah memenuhlﬂ
h. _,Berdasarkan Keputusan Bupatl sebagaurnana dlmaksud pada'_f;_ L
_huruf g dlsusun Naskah Perjanpan Hlbah Daerah (NPHD)"’:v

~ dimana:

1Y Untuk nomlnal sampai denga.n Rp 50.000. 000- (hma, e
. puluh juta rupiah) dltandatangam oleh Kepala Perangkat

-~ Daerah dan Penerima Hibah, kecuali- pada Sekretariat- - .
_ Daerah d1tandatangan1 “oleh Asmten . Sekda _yang

'membldangl dan penerlma hlbah

2) 'Untuk nominal diatas Rp 50. 000 OOO (llma puluh Juta“f-b,

' »rup1ah) d1tandatangan1 oleh bupau dan Penenma Hibah.

:'Bersamaan dengan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf N o
- H d1tandatangan1 pula Berlta Acara Scrah tenma Hlbah

SR 3 Pelaporan dan Pertanggung]awaban Hlbah o v Sl

‘a ‘.',Kepala Perangkat ‘Daerah mempertanggung]awabkan Hlbah DA

~ -sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Hlbah B

,-;chala Perangkat “Daerah mclaporkan v hasﬂ pelaksanaan 7‘ AR
L penyaluran Hibah kepada Bupatl _ : e
o Penerlma 'Hibah - mempertanggung}awabkan Hlbah sesuai

' ketentuan peraturan perundang-undangan ' .

C BAN’I‘UAN SOSIAL
1 Krlterla Bantuan 8031al

- Tujuan penggunaan bantuan sos1a1 adalah
- 1) ‘Rehabilitasi sosial; ST .

- .2) ' Perlindungan sosial; o

~. 3) Pemberdayaan sosxal

"~ 4) Jaminan sosial; S o
- 5) Penanggulangan kemlskman, dan o
- 6) .Penanggulangan bencana ' R




peraturan perundang—undangan

llngkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan

e 2 ‘.Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosml
: Bupat1 melalul Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1;
- inventarisasi untuk mengajukan rekomendas1 kepada TAPD

Perangkat Daerah untuk d1sampa1kan kepada Bupati;

5 b_ | Kepala Perangkat Daerah menentukan kntena Penenma Hlbah : )
‘yang didasarkan pada pernmbangan obyektlf dan tekms sesual‘:;.‘}»:

”'.::Pengaturan sebagalmana dlmaksud pada huruf b sampaij K .
- 'dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkatr;_” .
~ Daerah tentang Petunjuk Teknis Penya.lura.n Bantuan Sosml di ST
Pemohon Bantuan 8031a1 mengajukan permohonan kepada'j}‘
g _Kepala Perangkat ‘Daerah ‘ " melakukan rekap1tu1a81 danusv
vTAPD memberikan Pertlmbangan terhadap rekomendas1 Kepala i "

.,: Z_Berdasarkan persetu_]uan Bupatl terhadap Pertlmbangan TAPD .

-~ . disampaikan - Daftar = Penerima = Bantuan  Sosial untuk o

 datang (T); R .
. Setelah APBD dlundangkan,, Kepala Perangkat Daerah’

S PenJabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan, :

. Perangkat Daerah

o f"._._,memenuhl syarat;

_.'perhltungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan o

B _menyampalkan kepada Pemohon yang disetujui masuk dalam: . o
o Pemohon melengkap1 persyaratan sesua1 Petunjuk Teknls Kepala:fv*' L

: A."::_'Kepala Perangkat Daerah mengajukan penetapan Keputusan o .
" Bupati terhadap daft:ar penenma Bantuan Sosml yang teIah::”_v’:_‘:'*' S

‘: h. Berdasarkan Keputusan Bupat1 sebagalmana dlmaksud huruf g, o
i . Kepala Perangkat Daerah menyalurkan Bantuan Sosial dengan'j e

*'}Daerah dengan Penerlma Bantuan

S BAB VII R IR
PENGAWASAN DAN SANKSI

A PENGAWASAN

" Berita Acara Penyerahan yang d1tandatangam Kepala Perangkatf e

1 Pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan keglatan/ pckexjaan": S .
- idilaksanakan oleh APIP dan Lembaga Pengawasan Pemermtahf.i* L

ﬁ Iamnya sesua1 peraturan perundang—undangan yang berlaku

. Atasan langsung bertanggung}awab atas pengawasan terhadap o

:ffaparat bawahan/petugas di bawahnya sesuai dengan mekanisme .
“yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, R

L tentang Sistem Pengendahan Intern Pemenntah

. e 3 Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfung81

~ kepercayaan - publik - terhadap kinerja aparatur pemenntah
- khususnya dalam Pcngadaan Barang/Jasa, P

a. sebagai  barometer = untuk - mengukur dan , mengetahuiﬁ;i o

S : b memberikan ~ koreksi  terhadap penylmpangan dalam: BT

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, dan :



LA

c. memberikan  masukan  dalam  perumusan  kebijakan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
dalam Pengadaan Barang/Jasa. - .

‘Dalam rangka tercapainya suatu kegiatan yang transparan,
- .akuntabel, dan bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), maka setiap
kegiatan fisik wajib dipasang papan nama kegiatan yang berisi
- data-data kegiatan dimaksud dengan maksud dan tujuan agar
- “masyarakat umum dapat mudah mengetahumya o
5. Pelaksanaan kegiatan fisik perlu diadakan dokumentasi (foto) dalam
~ -keadaan {minimal) 0% (nol perscratus), 50% (lima puluh perseratus)
100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan pada masing-
i masmg jenis kegiatan yang ada. v
. SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dlkenakan tmdakan
administratif dan tindakan- tindakan lain berdasarkan ketentuan

, pcraturan perundang—undangan yang berlaku.

 BABVI | |
'FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Format Laporan Pelaksanaan Keglatan terdm dan

1.
2.

3.

9]

' Laporan Pelaksanaan Keglatan / Peker_]aan

Realisasi Perkembanganpelaksanaanpekerjaan/ Keglatan ’ Tahun
- Anggaran ... di Kabupaten Karanganyar. B

‘Realisasi Penggunaan Dana Pekerjaan/ Keglatan Tahun Anggaran

......... Di Kabupaten Karanganyar. _
Masalah/Hambatan yang  ditemui  dalam Pelaksanaan

. Pekerjaan/Kegiatan serta  usaha yang dilakukan dan atau
» disarankan untuk mengatasi.

. - Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. |
-Format Berita Acara Serah Terlma Hasil Pekexjaan untuk yang
Pertama / Kedua. : : . :

- Format tersebut dlatas, dlatur sebaga1 benkut



RIS

i f”'_If,_'v:iv“FORMAT LAPORAN e |
o 1 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN /PEKERJAAN

SUMBER DANA
S / D TUTUP BULAN

ST "PELAKSANAAN - DIKERJAKAN |:. : -
DANA KASI - — — — . . o :
“a DPA |- LOKASI: 1. oo et - OLEH Permasalahan |
b KONT ,b : KEGIATAN MULAI SELESAl (CV/PT/Swake | =777 e B

HEAS NO KODE REKENING /
|- Y© | NAMA KEGIATAN

~lola/dlly -




: FORMAT LAPORAN

2 REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN

L ,.TAHUN ANGGARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR
,“SUMBER DANA
s _ﬁ:» :;S / D TUTUP BULAN
No | KODE REKENING /| DANA (RP} REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN /
NAMA | a. DPA" KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN _
”KEGL“TAN b.- KONTRAK JANR | PEBR | .o | e | AOUS | SEPT DSMB
N\ A A INA A A
B XC[B Xc|B XC|B Xc |B XC
D D" D D D
JUMLAH/RA’I;A-RATA.‘ —

— Ketera gan .

N A. Persentase Target Pelaksanaan Keglatan (dusn sampa:l dengan akhlr tahun)
- B, Persentase Realisasi- Pelaksanaan Keglatan (ﬁSlk maupun non fisﬂc dllSl kumulatlf
.. sampai bulan yang bersangkutan)
.~ C. Persentase target kuangan. (sudah dus1 sampa1 dengan akhn’ tahun) .
o ‘D Persentase SPJ dari total dana (diisi kumulatlf sampax bulan yang bersangkutan)
Jumlah/ Rata-rata harus diisi- :

Target kegxatan & keuangan harus sudah diisi sampai akhlr tahun/ anggaran

Ckarengaer,
B




i )

3 REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN T
N ’fANGGARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR SN

. SKPD R
 SUMBERDANA  :

= 's /D TUTUP BULAN

NO

‘Dana (Rp)

SP2D . .

- SPJ

KODE REKENING aDpa . sld Bulan
| /NAMA KEGIATAN | b.Kontra | Lalu (Rp)

P

- Bulan Ini
R

s/dBulan { %
niRp) |

</d Bulan
Lalu{(Rp)

Bulan ini

~(Re) -

s/d Bulan

VIn}i(Rp)" '

"Real

vvkegiata .
"n% .-

"~ JUMLAH

------------------------------------

o NI




FORMATLAPORAN:

4 MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN
' PEKERJAAN/KEGIATANSERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU
DISARANKAN UNTUK MENGATAS : |

" SKPD

SUMBER DANA
- TAHUN ANGGARAN :
- S/D TUTUP BULAN :
. - ' [ APAKAH MASIH DIPERLUKAN _
 kopE | URAIAN/PERINCIAN Ui‘;ﬁg‘g(} o  TINDAK LANJUT |
~ REKENING/ MASgIAAﬁHAg{:pAN LAKUKAN (KAPAN K (INS?I‘i}?\Il;IS\I:k;?} DI
NAMA KEGIATAN DAN APA
. MASALAHNYA) / YA | TDK | HARAPKAN DAPAT
| | BacamMana) |
- MEMBANTU)
- Karanganyar, 2019
Kepala ............. e eeeens o




“
L.

FORMAT LAPORAN »’ :

5 FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN'

TAHUN............KABUPATEN KARANGANYAR
Pada hari ini .......cceeeneen .. tanggal ............... veeeee... bulan
.......................... tahun dua ribu ......................., yang bertanda
tangan dibawah ini
) I \ =1 ¢ o - U SR RO PSRN
NIP. o irirteetitiretttrneresnctersesnesncenssnsssennnens
, Jabatan = ¢ e, erereeeens pada ....ccccceeeevennnnnn, ,
o ‘ ’ ' Kabupaten Karanganyar, selaku Ketua Pan1t1a
o Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
- 2. Nama U PP OTPPTPUPTIR
CNT P s e e s e s e a e e eae
Jabatan ceetnttereraeeeesnranraaeneanns .. pada ...... cereressenenanns
o AKabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris
v . Panitia Pemenksa Hasil Pekerjaan.
© 8. Nama ceieeusersnnnsnssirsessasesisatneennnenrnreriossresarsnsansaeeres
NI P ettt e e e e e e n e ens
RIS =1 - 1721 o N S rrereneeee pada ......................
: . Kabupaten - . Karanganyar, selaku
‘AnggotaPanitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
-4, Nama rteeetereereesatsaseennastrasnnnannnan Cetereeennrereeesraenns
7 U NT P e e e e e e e aa s PP
Jabatan =~ : ... T TN pada ...... eeeeerstraeens
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota
v ‘Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
5. ‘Nama = @ i s s st e e e
"NIP. feteereeenieaetereerenra et et saeanesastretistnstnatnnrnnrnnn
eerereereieeeterraraeaeatnees pada ......... eeerasaaes

- Jabatan

- Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota .
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

o Yang d1tetapkan dengan Surat Keputusan PA/KPA nomor

ooooooooooooooooooooooooo

~tanggal

ooooooooooo

“tahun ....... ..., telah’ mengadakan Pemeriksaan

...................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Yang dikerjakan oleh ....... eerrrrreeeanes Calamat .....eeeeeeeieniiennennnn. .
~berdasarkan surat perjanjian kontraknomor ...
ereesiiesenininene dengan Surat Permtah Kerja nomor

tanggal ..., dengan biaya

oooooooooooooooooooooooooooo

' sebesar Rp. «.cceevvveeeeeerenans (O rreerreeerrieaeasaesanns )



{.

. Setelah dllakukan pemeriksaan hasil pekeljéan di lapangan, maka
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
1. Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan
‘ dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS) dan perjanjian pemborongan.

2. Hasil pemerlksaan kondisi fisik peker_]aan telah mencapa1 .
% (sebagalmana terlampir). : :

3. Berdasarkan pemeriksaan hasil pekexjaan tersebut, maka
pelaksanaan pekerjaan ......ccccccceeeiiinienaaann. yang dilakukan
oleh .oeviniiiivininens dinyatakan dapat diterima dan selan_]utnya
dapat dllakukan serah tenma hasil pekexjaan :

Demikian Benta Acara ini dlbuat menurut keadaan yang

sebenarnya kemudlan untuk dapat dlpergunakan sebagalmana
. mestinya. : :

PANITIAPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

1. Ketua ( - )
2. Sekretaris @ ......cceeieueine ( )
3. Anggota : ...ccicieeenenn ( )
4. Anggota : ..vrviiinnennn. ( )



o

. ‘FOARM{AT. LAPORAN -

6. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK
YANG PERTAMA/ KEDUA '

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
' DANA APBD TAHUN............ KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUKYANG : PERTAMA / KEDUA

Pada hari ini .................. tanggal .......ccoevveeennes ‘bulan
| eeeeseseeeneneen. tahun dua ribu .. , Yyang bertandatangan
- dibawah ini
D1 Nama e cereraneeeneeen e ans ereerrerrerennaaes .
° Jabatan  : Direktur CV. / PT. ........... errereeena |
Alamat . 1 e, Ceerrerees |
" Dalam hal ini bertmdak untuk dan atas
- nama perusahaan tersebut diatas.’
- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
. 2. Nama D etereteteierteeeratsier ettt et re s neaesanentrenrrarnann
~ NIP. l evieesseivecnesssesseserastennieseestonenaiesnesaniessesstnssans
. Jabatan T ttteeeeeeneerrarerennernesesnnns pada ....................

 Kabupaten Karanganyar, selaku Pejabat
Pembuat Komltmen Paket  Pekerjaan

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

| Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemenksaan ‘ Hasﬂ Pekerjaan dan

'Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal .......... S O
- untuk paket‘ . pengadaan - . pekerjaan
eersasresesesarnsasaterINsesRsertenstonsnssseanssenserts *) ‘ ‘
- Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan
‘serah terima pekerjaan keglatan Dana APBD tahun  oeeeeenenins
sebagai berikut S . . v > g v
Pasal 1

~PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang

pertama / kedua kali **), hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD

' tahun ......... Kabupaten Karanganyar, yang berupa :

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Yang dikerjakan oleh ..... ceeeererereenes @lATOAL wereeereeiereeeere e,

 berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor . ..... eeervaneneanens
,tanggal veenrereereereceen ~dengan Surat Perintah Kerja nomor

e tanggal .eceeieiieeeeriiieeenenens dengan biaya sebesar Rp.



) Pasal 2

' PIHAK KEDUA telah menerima  penyershan  yang
' pertama/ kedua**) “dari - PIHAK KESATU hasil pelaksanaan

- pekerjaan kegiatan APBD- tahun ......... Kabupaten Karanganyar
' ‘tersebut pasal 1 di atas dengan baik, lengkap dan dapat' ’

J V-"f‘._'ketentuan yang berlaku .
Pasal3*)

Lol Demlklan ‘Berita Acara ini dlbuat dan dltandatangamv[ o
pada hari dan tanggal tersebut - diatas kemudlan untuk dapat-“.v‘f

"»vdlpergunakan sebagalmana mestlnya

 yaANG 'MENERI’MA S 'j - YANG MENYERAHKAN
'PIHAK KEDUA : =~  PIHAKKESATU

Pejabat Pembuat Komltmen o D1rekturP'I‘ / CV .........

S :;"* Paket Pekerjaan..'.‘.;“...‘.».'.~ ..... e

B R R R o .7 smmescesmecesrvscsacecsssccasssensaa

— ) *) vKlausul ini hanya d1tuangkan dalam Berlta Acara Serah

Terlma Hasﬂ Pekerjaan untuk yang pertama kah

R **] P111h salah satu

BABIX
PENUTUP

S yang harus dllaksanakan dengan penuh tanggung]awab

. BUPATI KARANGANYAR, o

 JULIYATMONO

% fdlpertanggung]awabkan mengenal tekms dan kuahtasnya sesuai - B

Lo Sesua1 surat perjan_]lan pemborongan nomor tanggal T
B S SO S " pada pasal .........  maka biaya pemehharaan dan~ - -
o pelaksanaan perba1kan dalam masa pemehharaan terhitung =~ -

7 mulai tanggal:.......... sampai dengan tanggal ........ woe. menjadi "
.fu:»tanggung]awab PIHAK KESATU. R

Peraturan Bupat1 in:i“l l:-_ merupakan | pedoman ' pelaksanaan_:’ )
- kegiatan/ pekerjaan di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Karanganyar”v o



